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ABSTRAKSI 
 
(Andi Arifah, 2011). Persepsi Masyarakat Makassar terhadap Realisasi Anggaran 
Pendidikan sebagai Landasan Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. 
Pembimbing: (1) Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE, M.Soc, Sc, Ak (2) Dra. Hj. Nirwana, 
M.Si, Ak 
 
Berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keyakinan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban suatu negara yang diamanahi oleh 
konstitusi untuk dijalankan pemerintah, menggelitik penulis mengangkat tema 
pendidikan sebagai topik penelitian. Pada penelitian ini terdapat upaya 
mempertemukan antara idealitas konsep pendidikan dengan realitas kondisi 
pendidikan terkini di Indonesia terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan.  
Dalam lingkup akuntansi sektor publik, akuntansi membantu pengelolaan 
keuangan organisasi sektor publik terutama pemerintah sekaligus membantu 
masyarakat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Gambaran realitas 
dapat disaksikan tidak hanya dari hasil susunan angka pencapaian anggaran tapi juga 
terlihat dari persepsi masyarakat terhadap efek realisasi anggaran pendidikan yang 
mereka rasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan sejumlah persepsi 
masyarakat Makassar yang dapat dijadikan landasan penilaian kinerja Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  
 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan 
metode kualitatif paradigma interpretif dalam perspektif interaksionisme simbolik. 
Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyelami 
pengalaman subjektif para pelakunya. Peneliti harus mengaitkan simbol dan definisi 
subjek dengan hubungan sosial dan kelompok-kelompok yang memberikan konsepsi 
tersebut. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat sejumlah ketimpangan antara 
idealitas mutu penyelenggaraan pendidikan dengan realitas penyelenggaraannya. 
Sekalipun masyarakat Makassar di satu sisi memiliki persepsi positif terhadap 
penyelenggaraan pendidikan beberapa tahun terakhir ini, namun sejumlah kondisi 
negatif  yang mereka lihat dan rasakan membuat mereka menilai bahwa kinerja 
pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum 
maksimal dalam merealisasikan anggaran pendidikan yang dijanjikan. 
 
Kata kunci: persepsi, pendidikan, realisasi anggaran, keuangan daerah. 
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“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan salah satu hak manusia yang paling asasi. Manusia 
menemukan esensi dirinya pada potensi intelektualnya. Salah satu anugerah Tuhan 
yang membuat iri makhluk-makhluk lainnya atas diri manusia di alam semesta ini 
adalah akal. Sebagai potensi tak terbatas, akal manusia bergerak dari titik awal 
kelahiran jasadnya, hingga ke kedewasaan pengetahuannya. Pendidikan pun lahir 
sebagai sebuah jalan sistematis yang diciptakan oleh kesepakatan sosial, upaya 
menegakkan proses kemanusiaan tersebut. Pendidikan menjadi suatu usaha 
mengaktualkan potensi kemanusiaan itu pada jiwa-jiwa yang lahir dengan hak-
haknya.  
Penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban negara. Pendidikan dalam 
konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan 
(jasa) asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban 
oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan 
kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya, 
serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke 
masa berikutnya (Rasyid, 2009). Pendidikan sebagai amanah para pendiri bangsa dan 
masyarakat Indonesia, secara tersirat tertuang pada pancasila sebagai dasar negara 
dan salah satu tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta tersurat jelas 
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pada undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga 
negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Penegasan bahwa manusia membutuhkan 
pendidikan dalam kehidupannya tertera pula dalam undang-undang Republik 
Indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan sebagai usaha 
utama agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 
pembelajaran. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa penyelengaraan 
pendidikan adalah kewajiban penuh yang dipikul oleh pemerintah. 
Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, hasil survei Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) menyebutkan bahwa sistem pendidikan di 
Indonesia merupakan sistem terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang 
disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai 
memiliki sistem pendidikan terbaik, menyusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, 
Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah Vietnam 
(Kompas, 5/9/2001). Kemudian berdasarkan laporan dari United Nations 
Development Program (UNDP) tahun 2004 dan 2005, menyatakan bahwa indeks 
pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. Indonesia tahun 2004, 
menempati urutan ke-111 dari 175 negara ditambah wilayah khusus Hong Kong dan 
wilayah pendudukan Palestina yang diteliti program pembangunan Perserikatan 
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Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan tahun 2005, indeks pembangunan manusia (IPM) 
Indonesia berada pada urutan ke-110 dari 177 negara. Posisi tersebut tidak jauh 
berbeda dari tahun sebelumnya. Berdasarkan IPM 2004, Indonesia menempati posisi 
di bawah negara-negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan 
Algeria (108). Berdasarkan data yang termuat dalam situs www.undp.org/hdr2004,  
terasa menyakitkan jika posisi Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara 
anggota ASEAN lainnya seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (33), Malaysia 
(58), Thailand (76), dan Filipina (83) dimana Indonesia hanya satu tingkat di atas 
Vietnam (112) dan lebih baik dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135) 
(www.suara pembaruan.com/16 juli 2004; Faiz. 2006). UNESCO juga meletakkan 
Indonesia dengan Human Development Index (HDI) pada urutan ke-112 di antara 174 
negara yang diteliti (Republika, 9 Mei 2005).
 
Untuk menghadapi kondisi tersebut, salah satu strategi yang telah disepakati 
secara nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan adalah mengalokasi 
anggaran negara untuk  pendidikan sebesar 20%. Karenanya, sumber dari departemen 
keuangan RI, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2005 sampai dengan 
rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara (RAPBN) 2010 menunjukkan 
perkembangan alokasi dan rasio terhadap APBN sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi dan Rasio APBN untuk Pendidikan 
APBN Alokasi Rasio 
2005 33,40 triliun 8,1 % 
2006 44,11 triliun 10,1 % 
2007 53,07 triliun 10,5 % 
2008 158,52 triliun 18,5 % 
2009 207,41 triliun 20,0 % 
2010 209,54 triliun 20,0 % 
          Sumber: Grafik Anggaran Pendidikan 2005-2010 (diakses tanggal 1 Maret 2011, www.kompasiana.com) 
 
Jika dilihat sepintas, peningkatan anggaran pendidikan di atas cukup mencengangkan, 
terjadi kenaikan rasio yang sangat signifikan. Lalu apakah kenaikan alokasi dana 
tersebut berbanding lurus dengan kualitas pendidikan sekarang?
 
Di Indonesia bagian timur, Provinsi Sulawesi Selatan disorot sebagai salah 
satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai suatu daerah otonom sebagaimana yang dimaksud dalam 
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, di luar yang menjadi 
urusan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2006, IPM 
(indeks pembangunan manusia) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 68,81 dan secara 
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nasional berada pada peringkat ke-23. Sedangkan pada tahun 2007, nilai IPM naik 
menjadi 69,62 dan berada pada peringkat ke-21. Selama periode 2004 hingga 2007, 
nilai IPM Sulawesi Selatan meningkat sekitar 1,87 poin. Artinya, pembangunan 
manusia Sulawesi Selatan meningkat dengan kecepatan 1,80% per tahun. Namun 
demikian, peningkatan itu belum mampu mendongkrak ke peringkat yang lebih baik 
lagi. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kinerja pembangunan manusia di setiap 
provinsi di Indonesia. Angka IPM menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan 
memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar, yaitu dari 63,42 (Jeneponto) hingga 
77,33 (Makassar).  
Indeks pendidikan terdiri atas dua unsur, yaitu angka melek huruf dan rata-
rata lama bersekolah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Angka indeks 
pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan angka nasional masih relatif 
lebih rendah, di mana secara nasional angka tersebut telah mencapai 77,84, 
sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 73,56 pada tahun 2007. Nilai indeks pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2004 hingga 2007 memperlihatkan 
suatu gambaran yang sangat memprihatinkan. Posisi nilai indeks pendidikan tersebut 
berada pada ranking ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia, dan hanya berada di atas 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. 
Tentu saja hal ini sangat menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota. Tanggapan positif dari pemerintah daerah mulai pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah provinsi tahun 2008 telah membuat  kebijakan melalui 
 6 
 
program pendidikan gratis untuk usia 7-15 tahun dan pada  tahun 2009 diikuti oleh 
semua pemerintah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini 
adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orangtua) 
dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam 
pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung 
pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah (Baharudin, 2009). Biaya 
satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh 
sekolah untuk melayani satu murid. Menurut Ginting, sebenarnya pendidikan gratis 
masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan sumbangan pembiayaan 
pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
dengan bantuan dana Rp 15.000 per kepala, setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. 
Sementara, untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per 
bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 
triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru 
yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun, sebagaimana yang telah diterapkan pada 
beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, Republik Islam Iran, dan 
sebagainya. Salah satu fakta yang menunjukkan bahwa bukan hanya negara-negara 
yang memiliki perekonomian besar saja yang dapat menerapkannya, bahkan negara 
seperti Republik Islam Iran yang mengalami revolusi pada tahun 1979, dapat segera 
bangkit dan memberikan perhatian utama untuk pendidikan, sebagaimana yang 
diungkapkan Mawahib (2010), dalam pasal 30 UUD Republik Islam Iran dinyatakan 
bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan dan pengajaran gratis bagi 
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seluruh rakyat hingga akhir tingkat pendidikan menengah dan mengembangkan 
pendidikan tinggi secara gratis pula hingga semampunya. Oleh karena itu, bukanlah  
hal mustahil bagi Indonesia untuk mengadakan pendidikan gratis secara merata, 
sekalipun itu butuh proses. 
Indonesia tengah berusaha menjamurkan kebijakan pendidikan gratis di 
daerah-daerah setelah janji dari pemimpin negara dan beberapa pemimpin daerah 
yang terpilih pada periode ini. Menurut mantan Menteri Pendidikan Nasional tahun 
2001 Malik, kondisi pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial politiknya, 
termasuk stabilitas perekonomian dan keamanan. Seharusnya dalam mengadakan 
pendidikan gratis di Indonesia tidak perlu membuat memorendum of understanding 
(MoU) politik antara pimpinan pemerintahan dengan masyarakat, karena pendidikan 
memang merupakan kewajiban pemerintah dan hak masyarakat memperolehnya siapa 
pun pemimpinnya. Namun, kenyataan yang dapat disaksikan bersama khususnya di 
Sulawesi Selatan, pendidikan dan kesehatan gratis merupakan program  pemerintah 
yang lahir karena kontrak politik salah satu calon gubernur dan terpilih pada tahun 
2008 hingga saat ini. Lebih mengecewakannya lagi, hampir 3 tahun menjabat yakni 
hingga tahun 2011 ini, kondisi pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan masih cukup 
memprihatinkan, walaupun upaya pelaksanaan program-program pendidikan gratis 
tersebut telah berjalan. Berikut ini gambaran data realisasi anggaran pendidikan 
pemerintah Sulawesi Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan kinerja pada tahun 2005- 2009: 
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Tabel 1. 2 Jumlah Dana yang Dianggarkan dan Jumlah Realisasi 
Anggaran Pendidikan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan 
Tahun 2005-2009 
 
Tahun Anggaran: Jumlah Dana: 
(Rp) 
Jumlah Realisasi: 
(Rp) 
Sisa Anggaran: 
(Rp) 
2005 40. 974. 431. 943 39. 514. 205. 461   1. 460. 226. 482 
2006 63. 666. 172. 005 62. 639. 600. 296   1. 026. 571. 709 
2007 81. 503. 023. 248 78. 248. 646. 300   3. 254. 376. 948 
2008 75. 425. 067. 681 20. 873. 076. 594 54. 551. 991. 087 
Triwulan I 2009 87.930. 576. 480   7. 330. 901. 887 80. 599. 674. 593 
Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber 
 
Berdasarkan data di atas, anggaran pendidikan yang dijanjikan secara nasional 
20% jelas-jelas belum terlaksana di Indonesia secara merata khususnya di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Selain itu, wajah realisasi anggaran dari tahun 2005-2009, 
menunjukkan penurunan maksimalisasi realisasi anggaran. Pada tahun 2005-2007, 
sebelum isu politis pendidikan gratis itu muncul, maksimalisasi realisasi anggaran 
pendidikan secara berurutan mencapai 96,44%, 98,39%, dan 96,01%, namun pada 
tahun 2008-2009, setelah dicanangkannya program pendidikan gratis realisasi 
anggaran justru hanya menunjukkan 27,67% dan 8,34 %. Secara logis, program 
pendidikan gratis seharusnya memperoleh anggaran yang lebih besar dibandingkan 
tahun-tahun sebelum penerapan pendidikan gratis, namun yang terjadi adalah jauh 
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dari prediksi yang seharusnya. Menurut angka-angka laporan realisasi anggaran 
pendidikan 2005-2009, kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
mengalami grafik penurunan yang sangat jauh.  
Berdasarkan nota keuangan (NK) dan rencana anggaran pendapatan dan 
belanja negara (RAPBN) 2011 tentang anggaran belanja pemerintah pusat 2011, pada 
program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Indonesia, output yang 
dihasilkan antara lain berupa: (1) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) 
yang mengalami peningkatan dari Rp5,1 triliun pada tahun 2005 untuk 39,6 juta 
siswa menjadi Rp16,5 triliun pada tahun 2010 bagi 37,3 juta siswa; (2) terlaksananya 
penyediaan beasiswa untuk siswa miskin SD dan SMP, dari masing-masing sebanyak 
1,8 juta siswa dan 499 ribu siswa pada tahun 2008 menjadi masing-masing sebanyak 
1,8 juta siswa SD dan 871 ribu siswa SMP pada tahun 2010; (3) terlaksananya 
rehabilitasi ruang kelas sebanyak 284.976 ruang untuk SD dan 29.894 ruang kelas 
SMP dalam kurun waktu 2005-2009; (4) terlaksananya pembangunan SMP pada 
tahun 2005-2009 sebanyak 2.107 unit sekolah baru (USB) dan 43.410 ruang kelas 
baru (RKB). Selanjutnya, output yang dihasilkan dari pembiayaan program 
pendidikan menengah di antaranya berupa: (1) meningkatnya penyediaan beasiswa 
untuk siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah, yaitu dari 729 ribu siswa 
selama tahun 2008, menjadi 688 ribu siswa pada tahun 2010; dan (2) terlaksananya 
pembangunan 247 USB SMA dan 641 USB SMK, serta 10.551 RKB SMA dan 7.418 
RKB SMK pada tahun 2005-2009. Sementara itu, output yang diperoleh dari 
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pembiayaan berbagai kegiatan pada program pendidikan tinggi antara lain berupa 
terlaksananya penyediaan beasiswa bagi 174 ribu mahasiswa miskin pada tahun 2008, 
dan bagi 211 mahasiswa miskin dalam tahun 2010. Selain itu, capaian yang telah 
diperoleh oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkait dengan mutu 
dan daya saing pendidikan pada tahun 2005-2009, adalah: (1) sampai dengan tahun 
2009, Kemendiknas telah menghubungkan 33.140 titik, yaitu 942 pada zona kantor, 
363 pada zona perguruan tinggi, dan 25.835 pada zona sekolah; (2) terlaksananya 
pemberian hak cipta buku teks pelajaran sebanyak 441 judul buku untuk pendidikan 
dasar dan menengah; (3) meningkatnya jumlah sertifikat kompetensi kecakapan hidup 
yang diterbitkan pada tahun 2008 diberikan untuk 43.053 orang, yang berarti 
melampaui target nasional sebanyak 40.000 orang. Outcome yang dihasilkan dari 
alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Kemendiknas dalam periode tersebut, antara lain: (1) meningkatnya akses pemerataan 
pendidikan penduduk Indonesia, yang antara lain tercermin dari meningkatnya angka 
partisipasi murni/kasar (APM/APK) dan disparitas APM/APK antar kawasan; (2) 
meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan, yang antara lain tercermin dari 
meningkatnya rerata nilai ujian nasional seluruh jenjang pendidikan dan proporsi 
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4; (3) meningkatnya relevansi pendidikan. 
Terlepas dari gambaran prestasi-prestasi peningkatan tersebut dari pemerintah pusat, 
apakah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian perkembangan yang 
sama dalam kinerja dinas pendidikannya?  
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Dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan 
timbal balik. Masyarakat punya tanggungjawab terhadap negara dan negara punya 
tanggungjawab terhadap masyarakat. Namun, dalam beberapa hal hubungan ini 
dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, 
membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, 
termasuk dalam pendidikan. Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang 
sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada 
investasi sosial pada kebijakan APBD dan realisasinya, seperti pendidikan dan 
kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah 
investasi sosial akan berkurang. Dalam "ketegangan" tersebut, persoalan sosial lalu 
cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di 
Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus 
diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya. Di sinilah sebenarnya 
muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan 
(Kristiyanto, 2009). 
Makassar sebagai Kota Madya Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh sorotan 
terutama dalam upaya penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan uraian sebelumnya, di balik data-data angka yang ada, bagaimanakah 
persepsi masyarakat Makassar sendiri atas kinerja pemerintah provinsinya, khususnya 
dalam upaya merealisasikan anggaran pendidikan? Oleh karena itu, judul yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Makassar terhadap 
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Realisasi Anggaran Pendidikan sebagai Landasan Penilaian Kinerja Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menjawab kebutuhan informasi para 
pemegang kepentingan laporan keuangan sebagai landasan kinerja suatu instansi atau 
organisasi. Dalam lingkup akuntansi sektor publik, akuntansi membantu pengelolaan 
keuangan organisasi-organisasi sektor publik terutama pemerintah sekaligus 
membantu masyarakat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. 
Berdasarkan data anggaran, program dan realisasi anggaran yang ada dikaitkan 
dengan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat Sulawesi Selatan dengan realitas 
kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan, maka 
perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi 
masyarakat Makassar terhadap realisasi anggaran pendidikan yang dijalankan oleh 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawasi Selatan? Sehingga persepsi tersebut dapat 
dijadikan sebagai salah satu landasan penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Makassar 
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terhadap realisasi anggaran pendidikan sebagai landasan penilaian kinerja Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berikut ini beberapa manfaat penelitian tersebut: 
a. Bagi instansi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 
bahan introspeksi diri dan evaluasi maksimalisasi kinerja pemerintah dalam 
upaya peningkatan mutu pendidikan bangsa. Selanjutnya, dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi anggaran dan 
program kerja instansi tersebut pada periode selanjutnya. 
b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan pula dapat 
menjadi sebuah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih 
mendalam dan menyeluruh. Hasil penelitian ini juga dapat membantu 
penajaman analisis terhadap kebijakan pemerintah oleh masyarakat terutama 
mahasiswa sebagai kaum intelektual dengan tiga fungsinya (agent of change, 
social control, dan moral force), bahwa kondisi umum bangsa ini dalam masa 
krisis tanggungjawab dan pendidikan. 
c. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan peneliti dalam pengalaman akademis penelitian hingga mengasah 
daya kritis peneliti atas ketimpangan sosial yang terjadi di kehidupan sekitar 
peneliti. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
      2.1.1 Persepsi 
Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan 
(penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang 
mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan, Siegel dan 
Marconi (1989) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat 
atau menginterpretasikan kejadian-kejadian, tujuan-tujuan masyarakat itu sendiri. 
Siegel dan Marconi mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah 
sebuah proses di mana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan 
menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran 
koheren atas dunia. Sementara, Gordon (1991) mendefinisikan persepsi sebagai 
proses penginderaan atas realitas sosial, yang kemudian menghasilkan 
pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya. Menurut Siegel dan 
Marconi (1989), pengalaman masyarakat di dunia ini berbeda disebabkan 
persepsi yang tergantung pada stimuli fisik (physical stimuli) dan keadaan mudah 
terpengaruhnya individual (individual predispositions) atas realitas sosial. 
Sehingga, Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek 
yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (pattern recognition) dan 
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perhatian (attention). Karenanya, Robbins (1987) berpendapat bahwa terdapat 
tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor 
pada pemersepsi dan faktor pada target.
 
Pengertian persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya 
meliputi objek, orang, dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif 
(pengenalan). Proses kognitif adalah proses di mana individu memberikan arti 
melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari objek, 
orang, dan simbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, 
pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan 
cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Hal ini terjadi 
karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada objek tertentu, maka 
masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat 
objek yang sama (Gibson, 1996: 134).  
Menurut Walgito (1997: 53), agar individu dapat menyadari dan dapat 
membuat persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya 
objek yang dipersepsikan (fisik), adanya alat indera/reseptor untuk menerima 
stimulus (fisiologis), dan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama 
dalam mengadakan persepsi (psikologis).  
Dari definisi di atas, maka pengertian persepsi dalam penelitian ini adalah 
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam perkataan lain, 
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persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuly) 
(Rakhmat, 1993: 51).
  
 
       2. 1. 2 Konsep Keuangan Daerah dan Penganggaran Pemerintahan 
Dalam pasal 1 undang-undang No.17 tahun 2004, tentang Keuangan 
Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berbicara tentang keuangan negara, 
tidak dapat terlepas dari sejumlah unsur keuangan negara dalam proses 
pengelolaannya, salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan pedoman 
tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, 
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun 
menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.  
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat  Daerah (DPRD). Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara 
pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui 
oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). 
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Penganggaran atau proses penyusunan anggaran publik memiliki 
karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Menurut Lee dan 
Johnson (1998) karakteristik tersebut mencakup: (1) ketersediaan sumber daya, 
(2) motif laba, (3) barang publik, (4) eksternalitas, (5) penentuan harga 
pelayanan publik, dan (6) perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap 
perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat 
kesulitan dalam proses pembuatan keputusan. Anggaran merupakan alat utama 
pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke 
dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi, dalam hal tindakan apa yang 
akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada tingkat biaya berapa dan siapa 
yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell dan Ulrich, 2002). Sementara, 
Freeman dan Shoulders (2003: 94) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan 
dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. 
Menurut Rubin (1993: 4), penganggaran publik adalah pencerminan dari 
kekuatan relatif dari berbagai pelaku anggaran yang memiliki kepentingan atau 
preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran. Adanya keterbatasan dana yang 
dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi 
mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Bagi Hagen et. al 
(1996), penganggaran di sektor publik merupakan suatu bargaining process 
antara eksekutif dan legislatif.  
Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan 
proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian 
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anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). 
Sedangkan, menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat 
tahapan, yaitu executive planning, legislative approval, executive 
implementation, dan ex post accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi 
interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, 
sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.
 
Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan 
paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja 
(performance budgeting) merupakan konsep dalam penganggaran yang 
menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian 
hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di 
Indonesia berdasarkan PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 pada tahun 
anggaran 2003 atau 2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari 
stakeholders, sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. 
Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan 
penetapan anggaran sebagai produk hukum.
 
Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari 
satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran 
yang disebut rencana anggaran satuan kerja (RASK). RASK kemudian diteliti 
oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan 
ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada 
 19 
 
legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan 
direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran. Dalam 
pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-
kesepakatan yang dicapai melalui bargaining (dengan acuan AKU dan SP) 
sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang 
telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya 
dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal 
pertanggungjawaban kepala daerah. 
 
 
Gambar 2.1 Tahapan Perencanaan Anggaran 
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Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa anggaran sektor publik terutama 
organisasi pemerintah penting disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu (1) 
anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan 
sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, (2) adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas 
dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, dan (3) untuk 
meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. 
 
2. 1. 3 Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara 
penganggaran dengan realisasinya dalam satu periode. Tujuan pelaporan realisasi 
anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas 
pelaporan secara tersanding. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, 
pernyataan nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran, laporan realisasi 
anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang 
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut 
berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai 
alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 
pelaporan terhadap anggaran dengan cara menyediakan informasi mengenai 
sumber, alokasi, dan penggunaan alokasi sumber daya ekonomi dan 
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menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang 
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 
efektivitas penggunaan anggaran. 
Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 
laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi 
kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan 
sumber daya ekonomi bahwa keuangan pemerintah telah dilaksanakan secara 
efisien, efektif, dan hemat, juga telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya 
(APBN/APBD) serta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
2.2 Kerangka Pikir 
Sebagai narasi pemahaman penulis terhadap penelitian, kerangka pikir penulis 
atas penelitian ini berangkat dari konsep ideal atas mutu penyelenggaraan pendidikan 
yang merupakan kewajiban pemerintah untuk merealisasikan secara maksimal. 
Kemudian dibenturkan dengan realitas yang ada, dalam hal pencapaian upaya 
penyelenggaraan pendidikan. Gambaran realitas dapat disaksikan tidak hanya dari 
hasil susunan angka pencapaian anggaran tapi juga terlihat dari persepsi masyarakat 
terhadap efek realisasi anggaran pendidikan yang mereka rasakan. Berdasarkan hasil 
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analisis persepsi-persepsi tersebut, dapat dijadikan landasan penilaian kinerja Dinas 
Pendidikan suatu pemerintah daerah. Berikut flow chart kerangka pikir penulis: 
 
 
 
 
  
  
 
Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Desain Penelitian 
Desain penelitian kualitatif pada umumnya memiliki tiga karakteristik seperti 
berikut: a) tidak dinyatakan secara detail, b) bersifat fleksibel, dan c) berkembang 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan (Sukardi, 2009). Desain 
penelitian ini akan terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: 
1. Peneliti menaruh minat terhadap suatu topik, kemudian melakukan pendalaman 
terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan responden, keberadaaan dan 
kemudahan informasi keadaan dan lokasi penelitian. 
2. Peneliti kemudian merumuskan sejumlah pertanyaan pendahuluan, guna 
mengetahui lebih lanjut tentang informasi-informasi apa yang diperlukan. 
3. Peneliti mengidentifikasi beberapa metode pengumpulan data, dan kemudian 
memilih satu atau dua metode yang relevan dan tepat. 
4. Mengidentifikasi tempat atau situs penelitian di mana responden melakukan 
kegiatan.   
5. Data yang diperoleh segera dianalisis untuk mencari maknanya. Dalam 
penelitian kualitatif seorang peneliti dianjurkan untuk melakukan analisis 
segera setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Atau dengan kata lain 
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antara pengumpulan data dengan analisis data dapat dilakukan secara serentak, 
tanpa menunggu selesainya tahap pengumpulan data.  
6. Berdasarkan laporan dan analisis biasanya akan timbul sejumlah pertanyaan 
baru yang menjadi pedoman guna melakukan observasi dan wawancara 
selanjutnya. 
 
3.2 Lokasi dan Pembatasan Objek Penelitian 
Berdasarkan judul yang penulis angkat yaitu “Persepsi Masyarakat Makassar 
terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan sebagai Landasan Penilaian Kinerja Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”, maka penelitian ini akan dilakukan di kota 
Makassar. Persepsi masyarakat kota Makassar terhadap realisasi anggaran pendidikan 
sebagai objek penelitian. Dalam rangka memperoleh persepsi tersebut, penulis 
membatasi beberapa pihak sebagai informan penelitian dengan syarat antara lain 
masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang alokasi anggaran pendidikan atau 
yang berkaitan dan berkepentingan langsung dengan realisasi anggaran pendidikan 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
3.3 Jenis Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai key instrument (instrumen 
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penelitian) dengan data yang meliputi kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang 
yang memahami objek penelitian. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka 
dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama serta pola-
pola nilai yang dihadapi di lapangan (Moelong, 2002). Menurut Denzin dan Lincoln 
(1994 dalam Agus Salim, 2006) secara umum penelitian kualitatif sebagai suatu  
proses dari berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis dan 
interpretatif, strategi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data empiris, 
maupun pengembangan interpretasi dan pemaparan. 
Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian paradigma interpretif. 
Paradigma interpretif adalah suatu paradigma yang menganggap bahwa ilmu 
bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Setiap gejala/peristiwa 
bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang 
spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu bersifat ideografis, artinya ilmu 
mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan 
interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif (Ambarsari, 2007). 
Paradigma ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti 
atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-
hari, dan hal tersebutlah yang menjadi langkah awal penelitian ilmu-ilmu sosial 
(Ardian, 2010). Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan 
tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan 
pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi 
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praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang 
memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Newman, 1997: 68). 
Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna 
yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta 
sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam 
pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta 
merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang beragantung pada 
pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial 
mengandung ambiguisitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna 
yang banyak dan dapat dinterpretasikan dengan berbagai cara (Newman, 1997: 72).  
Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada 
peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini 
memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari 
kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi fokusnya pada arti individu 
dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di 
luar mereka (Ghozali dan Chariri, 2007). Manusia secara terus-menerus menciptakan 
realitas sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain (Schutz, 1967 
dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah 
menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk 
(Ghozali dan Chariri, 2007). Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang 
spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian 
interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan 
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mengakui bahwa demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para 
pelaku harus digali sedalam mungkin hal ini memungkinkan terjadinya trade‐off 
antara objektivitas dan kedalaman temuan penelitian (Efferin et al., 2004). 
Dalam paradigma interpretif terdapat beberapa aliran/perspektif untuk 
mengejawantahkan teori-teori tesebut pada sebuah penelitian sosial yakni aliran 
budaya, fenomenologi, etnomenologi, dan interaksionisme simbolik. Namun, dari 
keempat perspektif tersebut, penelitian ini lebih cenderung akan dilandasi perspektif 
interaksionisme simbolik. Menurut Bungin (2007), bahwa perspektif ini memiliki tiga 
premis utama, yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu (benda, orang, atau ide) 
atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu. (2) Makna tentang sesuatu itu 
diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan 
sehari-hari. (3) Pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak atau berinteraksi 
tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi. 
Secara spesifik, Denzin (1978: 20-21) mengemukakan tujuh prinsip 
metodologis berdasarkan teori interaksionisme simbolik, yaitu: 
1. Simbol dan interaksi harus dipadukan sebelum penelitian tuntas. 
2. Peneliti harus mengambil perspektif atau peran orang lain yang bertindak (the 
acting other) dan memandang dunia dari sudut pandang subjek, namun dalam 
berbuat demikian peneliti harus membedakan antara konsepsi realitas 
kehidupan sehari-hari dengan konsepsi ilmiah mengenai realitas tersebut. 
 28 
 
3. Peneliti harus mengaitkan simbol dan definisi subjek dengan hubungan sosial 
dan kelompok-kelompok yang memberikan konsepsi demikian. 
4. Setting perilaku dalam interaksi tersebut dan pengamatan ilmiah harus dicatat. 
5. Metode penelitian harus mampu mencerminkan proses atau perubahan, juga 
bentuk perilaku yang statis. 
6. Pelaksanaan penelitian paling baik dipandang sebagai suatu tindakan interaksi 
simbolik. 
7. Penggunaan konsep-konsep yang layak adalah pertama-tama mengarahkan 
(sensitizing) dan kemudian operasional; teori yang layak menjadi teori formal, 
bukan teori agung (grand theory) atau teori menengah (middle-range theory); 
dan proposisi yang dibangun menjadi interaksionisme dan universal. 
Oleh karena itu, ke depannya penelitian kualitatif ini dengan paradigma interpretif 
dan perspektif interaksionisme simboliknya, akan mendeskripsikan hasil survei 
pendapat atau persepsi masyarakat suatu tempat terhadap realisasi anggaran 
pendidikan di daerahnya, yang kemudian digunakan untuk menilai kinerja instansi 
terkait.  
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Data (datum-datum) artinya sesuatu yang diketahui, sekarang diartikan 
sebagai informasi yang diterimanya tentang sesuatu kenyataan atau fenomena 
empirik, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-
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angka) atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif. Data menurut 
macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan data sekunder, menurut 
sifatnya dibedakan dalam data kuantitatif dan data kualitatif.
 
 
3.4.1 Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan 
dalam rangkaian kata-kata atau kalimat. 
2. Data kuantitatif merupakan jenis data yang sifatnya angka-angka yang 
dapat dihitung matematis. 
 
3.4.2 Sumber Data 
1. Data primer umumnya keberadaannya dapat dilisankan dan ada yang 
tercatat, jika langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data), berupa 
karakteristik demografi atau sosio-ekonomi, dan sikap atau pendapat. 
2. Data sekunder yakni data yang telah disusun, dikembangkan dan diolah 
kemudian tercatat, terdiri atas data sekunder internal suatu organisasi dan 
data sekunder eksternal yang dipublikasikan. 
 
3.5 Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini akan menggunakan dua metode pengumpulan data, antara lain sebagai 
berikut:  
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1. Metode pengumpulan berupa penelitian lapangan (field research), yakni 
mengadakan observasi partisipatif, wawancara kepada pihak-pihak terkait, 
dan bahan dokumentasi.  
a. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 
dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2007: 115).  
b. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung.   
c. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 
data historis. 
3. Metode penelitian pustaka (library research), yakni menggunakan literatur-
literatur dan tulisan- tulisan yang berkaitan dengan penelitian. 
 
3.6  Metode Analisis Data 
Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah proses pencarian dan 
penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang 
ditemukan. Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis data dalam metodologi 
kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, 
penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data diartikan 
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
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dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi 
data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengategorikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 
mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul 
dapat diverifikasi. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi 
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di 
akhir penelitian. Model interaktif yang menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan 
tersebut sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1994) 
 
Pengumpulan  
Data 
Penyajian 
Data 
Reduksi Data 
Kesimpulan 
atau Verifikasi 
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3.7 Definisi Operasional 
3.7. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan 
antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk 
melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk 
menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila 
diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
 
Anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, 
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD sebagai bagian dari kebijakan 
anggaran, pemerintah daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD 
tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah 
(RKPD) kepada DPRD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka 
menengah (RJPM) daerah.  
 
3.7.2 Anggaran Pendidikan  
Anggaran pendidikan adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh 
pemerintah dari APBN atau APBD untuk program-program kerja pemerintah 
yang ditujukan khusus untuk peningkatan mutu pendidikan. Dan dikelola oleh 
fungsi lembaga dinas pendidikan pemerintah. 
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3.7.3 Realisasi Anggaran Pendidikan 
Realisasi anggaran pendidikan adalah sejumlah upaya mengelola dan 
mendistribusikan  anggaran pendidikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas 
Pendidikan, selaku pengelola keuangan negara kepada masyarakat. Realisasi 
anggaran tersebut tersalurkan melalui sejumlah realisasi program-program kerja 
yang menyentuh kepentingan masyarakat terkait pendidikan.  
 
3.7.4 Kinerja Dinas Pendidikan 
Dinas pendidikan merupakan salah satu instansi dalam pemerintahan 
daerah yang menjalankan program-program pemerintahan berkaitan dengan 
pendidikan. Adapun kinerja dinas pendidikan yang dimaksud adalah serangkaian 
upaya maksimal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pendidikan berdasarkan 
program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah tingkat 
daerah.  
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BAB IV  
PEMBAHASAN 
 
4.1 Idealitas Mutu Penyelenggaraan Pendidikan 
Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan 
sebuah negara. Hal tersebut berangkat dari keistimewaan manusia sebagai 
pengemban tugas kepemimpinan di muka bumi. Jika eksistensi suatu negara sekedar 
diukur dari tampilan fisik pembangunan infrastruktur tanpa kualitas kemanusiaan 
secara substansial, maka negara tersebut bagaikan mayat hidup (jasad yang tak 
bernyawa). Pendidikanlah satu-satunya jalan peningkatan kualitas substansial suatu 
bangsa untuk disebut beradab. Menurut Armin, salah seorang praktisi pendidikan 
tingkat perguruan tinggi dalam suatu diskusi berpendapat “pendidikan haruslah 
mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan”. Pernyataan tersebut 
didukung pula oleh Freire (2007) yang berpendapat bahwa sistem pendidikan harus 
menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia.  
Dalam rangka mencapai maksimalisasi penerapan pendidikan, diperlukan 
sebuah sistem yang perlu dinaungi oleh lembaga pendidikan. Coleman (1969) 
menyatakan bahwa fungsi lembaga pendidikan dirumuskan sebagai berikut: 
(1) sarana pengembangan sumber daya manusia untuk pertumbuhan 
ekonomi, (2) sarana sosialisasi nilai dan rekonstruksi sosial, dan (3) sarana 
penyadaran dan pembangunan politik 
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Oleh karena itu, mutu penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga dibawah 
naungan negara harus memiliki konsep idealitas yang disepakati bersama baik secara 
normatif maupun sosial. 
 
4.1.1 Urgensi Pendidikan dalam Perspektif Normatif. 
Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki landasan filosofis dasar 
kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal tersebut tertuang jelas 
pada Pancasila sebagai simbol negara, kemudian maknanya dirincikan pada butir-
butirnya dan batang tubuh negara yakni undang-undang dasar 1945, di mana tak ada 
satupun yang luput dari meninggikan posisi pentingnya pendidikan. Dalam UU No. 
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), dikatakan “setiap 
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 
bermutu”, dan ayat (5) mengatakan “setiap warga negara berhak mendapat 
kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Selajutnya, pada pasal 11 
ayat (1) menjelaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu 
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. 
Berdasarkan master plan pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009, 
pendidikan perlu menjadi kepedulian semua komponen masyarakat, dan bangsa 
Indonesia, karena kualitas manusia di masa depan sangat tergantung pada pendidikan. 
Kepedulian ini semakin perlu ditingkatkan dalam menyikapi perubahan-perubahan 
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yang terjadi pada saat ini dan masa depan, pada saat kita mengalami proses 
globalisasi yang ditandai paling sedikit dengan pergeseran di tiga bidang. Pertama, 
dalam bidang ekonomi telah terjadi liberalisasi pasar terutama melalui perdagangan 
dunia. Kedua, dalam bidang politik telah terjadi demokratisasi.  Ketiga, dalam bidang 
budaya telah terjadi universalisasi nilai-nilai tertentu yang mengharuskan setiap 
bangsa untuk berpikir tentang bagaimana mempertahahankan jati diri kebangsaannya. 
Pergeseran antarbidang satu dengan bidang lainnya juga terjadi interaksi yang sangat 
intensif, sehingga memerlukan kearifan kita dalam menyikapinya. 
Masih berdasarkan uraian master plan tersebut, disampaikan pula bahwa 
dalam era demokratisasi politik tumbuh kesadaran akan hak otonomi yang meyakini 
bahwa kewenangan berada di daerah dan kekuasaan berada di tangan rakyat belumlah 
cukup. Oleh karena itu, masih diperlukan kemampuan yang mencakup keharusan 
memiliki wawasan, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan dan 
kemampuan pembiayaan.  
Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, meresap hingga ke segala 
bidang kehidupan yang salah satunya yakni bidang pendidikan. Indonesia sebagai 
negara yang berjumlah penduduk banyak dan pembagian wilayah kependudukan 
yang sifatnya kepulauan, memicu lahirnya kebijakan desentralisasi pendidikan. 
Kebijakan ini diharapkan mampu menangani proses pendidikan menjadi lebih merata 
dan optimal di setiap daerah, sehingga selain bermanfaat bagi daerah juga bermanfaat 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan mendasar dalam desentralisasi 
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pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa, dalam aspek apa, 
dengan cara bagaimana, serta mengapa demikian. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam draft master plan pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2009, berikut ini 
persoalan lain terkait desentralisasi pendidikan yang harus dipertimbangkan dalam 
penerapannya:  
1. Penataan dan kemampuan sistem, kelembagaan, iklim,  dan proses pendidikan 
yang demokratis dan bermutu. 
2. Pemerataan dan perluasan pendidikan dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat, sehingga memiliki kemampuan, semangat dan kepedulian penuh 
terhadap pembangunan bangsa dan negara. 
3. Di samping peningkatan mutu dan relevansi, juga meningkatkan ketaqwaan 
serta kebudayaan dalam arti luas. Pendidikan bukan hanya berorientasi 
kehidupan lokal, daerah, atau kepentingan nasional dan dalam perspektif 
global, melainkan juga sebagai subjek yang paham dan menjalankan 
keimanan, ketaqwaan, etika, kepribadian serta meningkatkan jasmani yang 
mampu menunjang kehidupan madani masyarakat di Sulawesi Selatan. 
4. Peningkatan ketatapemerintahan (governance) dan akuntabilitas pendidikan, 
sehingga lembaga pendidikan senantiasa dituntut pertanggungjawabannya 
oleh masyarakat. 
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Oleh karena itu, pada master plan tersebut diilustrasikanlah gambar berikut 
yang menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan, 
pendidikan dijadikan sebagai penggerak dinamika pembangunan. 
6
1.  Pendidikan
Berkualitas
2. Kualitas
Sumberdaya
Manusia
4. Pengelolaan
Sumberdaya
Alam Optimal
5. Daya Adaptif
WilayahTinggi
3. Pemerintah
Terpercaya, Efisien
dan Efektif
6. Ekonomi 
Masyarakat 
Kuat
 
Gambar 4.1 Ilustrasi Peran Pendidikan sebagai Penggerak 
Pembangunan 
 
Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi 
kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas pendidikan, maka semakin 
tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu bangsa sebagaimana 
pendidikan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Kualitas 
sumber daya manusia yang baik akan berdampak pada moral dan kinerja optimal oleh 
pemerintah dan masyarakat, di mana masing-masing bekerjasama menciptakan 
lingkungan pemerintah yang terpercaya, efektif dan efisien, juga daya adaptif wilayah 
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yang tinggi, serta optimal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya, 
adaptif wilayah yang tinggi dan pengelolaan maksimal sumber daya alam 
menciptakan ekonomi yang kuat dalam suatu negara untuk melanjutkan proses 
pendidikan dan pemerintahan yang baik. 
Bukti lain, betapa pada dasarnya Indonesia sangat mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan melalui keadilan pengalokasian anggaran pendidikan antara lain 
tertuang dalam UUD 1945 dan amandemennya bab XIII tentang pendidikan dan 
kebudayaan pasal 31 ayat (4) berbunyi:  
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional 
 
Selain itu, dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional 
(sisdiknas) bagian keempat tentang pengalokasian dana pendidikan pasal 49 ayat (1) 
berbunyi: 
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 
dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
 
Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan serius oleh pemerintah sebagai pelaksana amanah negara.  
Setelah sebuah legalitas tujuan disepakati, selanjutnya adalah bagaimana 
upaya pengejawantahan sebuah konsep ideal mencapai tujuan penyelenggaraan 
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pendidikan yang bermutu. Hal tersebut berusaha dijawab dengan pengadaan sejumlah 
rumusan sistem pendidikan yang dibangun, termasuk di dalamnya kurikulum, metode 
pendidikan, hingga anggaran dan realisasinya terhadap kemajuan proses pendidikan. 
Terkait dengan anggaran, besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah 
ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah 
setelah mempertimbangkan skala prioritas.
 
Pemerintah membantu sekolah secara 
finansial dalam beberapa cara, misalnya memberikan dana hibah untuk sekolah, 
membayar gaji guru, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan 
tenaga ahli, bahan, dan peralatan, membiayai proyek pembangunan dan rehabilitasi 
sekolah untuk daerah tertentu. Selain itu, pemerintah juga memberikan sumbangan 
tak langsung melalui pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, pelatihan pengawas, 
pelatihan tenaga kependidikan lainnya (pustakawan, petugas laboratorium, dan 
sebagainya), penyiapan silabus, pelatihan penggunaan sarana prasarana, pemberian 
kesempatan pada guru untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya. 
 Sebelum pendidikan di Sulawesi Selatan memasuki masa pelaksanaan 
program pendidikan gratis dan dukungan pemerintahan pusat terhadap pendidikan 
berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS), besarnya penerimaan dari 
masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, 
barang, hadiah, atau pinjaman bergantung pada kemampuan masyarakat setempat 
dalam memajukan dunia pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orangtua 
siswa berupa iuran badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3) dan 
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sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang langsung diterima sekolah didasarkan 
atas kemampuan orangtua siswa dan ditentukan oleh pemerintah atau yayasan. 
Sedangkan, besarnya penerimaan dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan 
ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, 
seperti bantuan UNICEF atau UNESCO. Adapun pengeluarannya terdiri dari alokasi 
biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh 
penerimaan biaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, 
ketatausahaan, sarana prasarana pendidikan, dan sebagian diberikan kepada sekolah 
melalui beberapa saluran.  
Semenjak adanya pencanangan program pendidikan gratis, konsep ideal yang 
ditawarkan adalah menggratiskan semua biaya-biaya pendidikan bagi masyarakat 
secara merata tanpa pandang bulu. Pemerintah menetapkan 20% anggaran dari APBN 
untuk pendidikan yang diikuti pula oleh APBD, kemudian melakukan pengawasan 
dan pelaksanaan realisasi anggaran untuk dikelola seefektif mungkin oleh pihak 
lembaga pendidikan. Dengan begitu, niscaya istilah BP3 dan SPP itu dihapuskan 
sebagai pungutan sekolah pada seluruh jenjang pendidikan. Ketegasan dan 
konsistensi suatu ketetapan menggratiskan pendidikan haruslah didukung oleh 
sejumlah legalitas hukum yang menguraikan sistem yang dijalankan.  
Jika peningkatan mutu pendidikan menjadi alasan utama dalam pengadaan 
program pendidikan gratis tersebut oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka 
jangan sampai ia melaju tidak sejalan dengan kualitas pendidikan yang diharapkan. 
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Peningkatan kualitas pendidikan ini salah satunya sangat ditunjang oleh kualitas 
proses belajar-mengajar yang disajikan para tenaga pendidik atau pengajar yakni 
guru-guru dan dosen. Sejumlah kurikulum yang telah disediakan harus dicapai, 
dengan metode pengajaran yang maksimal dan sensitif terhadap karakter anak didik.  
Pimpinan lembaga pendidikan (kepala sekolah) merupakan salah satu penentu 
juga dalam pencapaian mutu pendidikan yang baik, sehingga mereka diwajibkan 
memiliki jiwa manajer yang baik dalam mengatur anggaran sekolah, antara 
pemasukan dan pengeluaran harus direncanakan secara baik dan matang.  
Perencanaan anggaran harus dilakukan bersama-sama antara pimpinan (kepala 
sekolah) beserta para guru, karyawan, komite sekolah maupun orangtua siswa. Hal ini 
dimaksudkan agar perencanaan lebih transparan dan semua pihak terlibat langsung 
dan mengetahui keadaan sekolah yang sebenarnya. 
 
4.1.2 Urgensi Pendidikan dalam Perspektif Masyarakat 
Sangat sulit menemukan masyarakat di Makassar yang berpendapat bahwa 
pendidikan itu tidak penting. Hal ini berdasarkan kondisi yang peneliti saksikan 
sendiri melalui simbol-simbol interaksi masyarakat Makassar dengan berbagai latar 
belakang sosial baik itu sebagai seorang ayah dan ibu dari anak-anaknya, sebagai 
pengajar (guru) hingga sebagai siswa. Penting tidaknya sesuatu bagi seseorang dapat 
dibaca melalui sejumlah tindakan pengorbanan yang dilakukan untuk 
memperolehnya.  
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Hal yang sering terjadi di sekitar kita jika bertemu dengan wajah beberapa 
orangtua siswa dari ekspresi senang, cemas, marah dan lainnya demi menyekolahkan 
anaknya. Terdapat sejumlah peristiwa yang disaksikan selama proses penelitian, salah 
satunya yakni seorang ibu di suatu angkutan umum tengah menampakkan perhatian 
mendetail terhadap tugas sekolah anaknya. Selain itu, peneliti juga merekam petikan 
wawancara dari salah seorang ibu yang saat itu tengah menunggui anaknya di 
halaman sekolah, Leni (nama ibu tersebut) sempat menyampaikan keluhannya 
tentang permintaan anaknya akan kebutuhan sekolah yang sering kali di luar 
kesanggupannya, namun pentingnya pendidikan dalam pemahaman ibu tersebut 
membuat beliau tidak berpikir panjang untuk membayar berapa pun demi kemajuan 
pendidikan anaknya. Beliau berkata “saya kan juga mau lihat anaknya bisa, anaknya 
pintar”. Leni merupakan seorang ibu yang mengabdikan dirinya bersama suaminya 
sebagai guru mengaji berpenghasilan tidak tetap. Kondisi perekonomian yang sulit 
dalam hal keuangan untuk menyekolahkan ketiga anaknya, bersedia menerima 
berbagai sumbangan kebutuhan sekolah dari belaskasihan orang-orang yang 
berempati pada kondisi keluarga mereka yang kekurangan. Seperti apapun 
kekurangan yang mereka alami, mereka akan korbankan berapa pun untuk mutu 
pendidikan anaknya.  
Tidak hanya Leni, masih banyak lagi orangtua siswa yang rela menunggui 
anaknya berjam-jam pulang sekolah, mengantar dan menjemput anaknya, bahkan 
menggunakan segala cara membujuk anaknya agar pergi ke sekolah. Hal ini 
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merupakan wujud riil yang terjadi di sekitar kita bahwa mereka memandang betapa 
pentingnya pendidikan. Latar belakang usia berapapun, status ekonomi bahkan 
profesi apapun masyarakat tersebut (wiraswasta, militer, guru, dan sebagainya) secara 
umum menunjukkan tindakan-tindakan pengorbanan demi pendidikan anaknya. 
Selain ditunjukkan oleh orangtua, hal tersebut juga digambarkan secara 
langsung pula oleh siswa-siswa itu sendiri. Mereka dengan landasan suka rela 
ataupun terpaksa mengusahakan apapun untuk menjalani proses belajar-mengajar 
karena menaruh kepercayaan yang begitu besar bahwa pendidikan merupakan 
penentu masa depan mereka kelak. Adapun pelajar yang telah mencapai tingkatan 
perguruan tinggi, berbekal pengalaman mengecap lebih lama bangku pendidikan 
meniscayakan lahirnya pandangan-pandangan yang lebih kritis dan kaya dalam 
menilai penting tidaknya sesuatu. Aksi sosial yang berisikan kritik dan peringatan 
kepada pemerintah dengan segala metode penyampaian aspirasi yang ada, mulai dari 
damai (dialogis, tulisan, dan aksi kampanye damai, dan sebagainya) sampai pada 
metode keras (tindakan tutup jalan, melawan aparat hukum, merusak fasilitas umum, 
dan sebagainya), merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kesadaran mereka 
terhadap hak asasi manusia yang mereka pahami, bahkan saat mengatasnamakan 
rakyat mereka rela berpanas-panasan, dicaci-maki, menyisihkan tenaga, waktu dan 
uang, dan tak sedikit merelakan nyawa pada saat penyampaian aspirasi tersebut 
kepada para wakil rakyat. Itu semua karena betapa pentingnya pendidikan bagi 
mereka. 
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Pada segala bentuk pengorbanan yang ada, tindakan-tindakan yang dilahirkan 
setiap manusia pastilah didorong oleh sejumlah harapan masyarakat terhadap 
pendidikan. Konsekuensi logis dari harapan akan menurun pada sejumlah tuntutan di 
masyarakat terhadap idealitas mutu penyelenggaraan pendidikan agar memperoleh 
yang terbaik dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Yusuf  adalah orangtua siswa 
pada salah satu sekolah di Makassar dalam wawancara saat penulis menanyakan 
harapannya terhadap pendidikan mengatakan, “ya supaya apa ya, hari ke depannya 
lebih bagus lagi” sambil tersenyum kecil. Berdasarkan percakapan tersebut 
disimpulkan bahwa Beliau sangat mengharapkan kualitas yang lebih baik lagi 
terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan daripada yang saat ini, terutama dalam 
hal realisasi program pendidikan gratis oleh pemerintah agar gratis secara total.  
Harapan lain dalam hal mutu tenaga pengajar dalam proses pendidikan pun 
disampaikan oleh responden lainnya, menurut Suninggar sertifikasi guru haruslah 
sesuai dengan kualitas mengajarnya, di mana para guru (pengajar) diharapkan benar-
benar bertindak berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh sistem pendidikan. 
Juga harapan terkait pemaksimalan potensi kecerdasan pada anak didik yang tidak 
hanya sekedar menilai kuantitatif formalitas kecerdasan kognitif saja, tapi juga 
pengawalan dalam hal psikomotorik dan afektif anak. 
Sedangkan, sejumlah masyarakat yang didominasi oleh mahasiswa yang 
melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 
2011 lalu di jalanan Kota Makassar, terkhusus pada aliansi GERAM (Gerakan Rakyat 
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Makassar) menuangkan sejumlah harapannya dalam orasi-orasi para perwakilan 
organ yang hadir serta tertera dalam surat tuntutan yang mereka serahkan kepada 
wakil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian tuntutan sebagai berikut: 
(1) perbaiki fasilitas pendidikan, (2) stop liberalisme pendidikan, (3) 
pemenuhan pemerataan pendidikan, (4) pendidikan tanpa BHP, pendidikan 
tanpa BLU, pendidikan tanggung jawab negara, (5) pendidikan murah dan 
berkualitas, dan (6) berantas mafia pendidikan 
 
Demikianlah uraian gambaran bagaimana masyarakat Makassar memandang betapa 
pentingnya pendidikan. Lalu, sudahkah amanah normatif dan masyarakat tersebut 
terrealisasi maksimal oleh pemerintah? 
 
4.2 Realitas Penyelenggaraan Pendidikan 
Dalam filsafat terdapat beberapa teori kebenaran, salah satu diantaranya yaitu 
teori correspondence. Dalam teori correspondence, dikatakan bahwa kebenaran 
merupakan perbandingan antara realitas objek (informasi, fakta, peristiwa, pendapat) 
dengan apa yang ditangkap oleh subjek (ide, kesan). Jika ide atau kesan yang dihayati 
subjek (pribadi) sesuai dengan kenyataan, realitas objek, maka sesuatu dianggap 
benar. Oleh karena itu, teori yang dianut oleh kaum realis seperti Plato dan Aristoteles 
yang dikembangkan oleh Ibnu Sina dan Thomas Aquinas pada abad scolastic serta 
Bethrand Russle di abad modern ini, beranggapan bahwa kebenaran adalah 
kesesuaian pernyataan dengan fakta, yang sejalan dengan realitas atau yang serasi 
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dengan situasi aktual, sehingga unsur-unsur yang diperlukan dalam penlaian benar 
salah sesuatu adalah statement (pernyataan), agreement (persesuaian), situation 
(situasi), reality (kenyataan), judgements (putusan). (Dayah, 2011) 
Berdasarkan teori kebenaran di atas, sebelum memasuki penilaian atas kinerja 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan hal yang penting untuk 
terlebih dahulu menguraikan sejumlah gambaran realitas yang ditangkap oleh 
peneliti, baik dari informasi media yang senantiasa mengikuti berbagai proses 
pelaksanaan realisasi anggaran pendidikan maupun kumpulan pendapat dari sejumlah 
masyarakat Makassar yang menjadi responden peneliti. 
 
4.2.1 Anggaran Pendidikan yang Disediakan dan Realisasasinya 
Salah satu strategi yang disepakati oleh pemerintah Indonesia secara nasional 
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan adalah mengalokasi anggaran negara 
untuk  pendidikan sebesar 20%. Karenanya, bersumber dari Departemen Keuangan 
RI, APBN tahun 2005 sampai dengan rancangan anggaran dan pendapatan belanja 
negara (RAPBN) 2010 menunjukkan perkembangan alokasi dan rasio terhadap 
APBN sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Perkembangan Alokasi dan Rasio APBN untuk Pendidikan 
APBN Alokasi Rasio 
2005 33,40 triliun 8,1 % 
2006 44,11 triliun 10,1 % 
2007 53,07 triliun 10,5 % 
2008 158,52 triliun 18,5 % 
2009 207,41 triliun 20,0 % 
2010 209,54 triliun 20,0 % 
Sumber: Grafik Anggaran Pendidikan 2005-2010 (diakses tanggal 1 Maret 2011,  
www.kompasiana.com) 
 
Secara nasional, anggaran pendidikan sudah mencapai 20% sejak tahun 
anggaran 2009. Namun, dalam upaya realisasi anggarannya, di Provinsi Sulawesi 
Selatan khususnya dalam laporan realisasi anggaran pada tahun 2005-2009 dinas 
pendidikan dari data yang diolah, menunjukkan penurunan maksimalisasi realisasi 
anggaran. Pada tahun 2005-2007, sebelum isu politis pendidikan gratis muncul dan 
anggaran untuk pendidikan masih belum mencapai 20%, maksimalisasi realisasi 
anggaran pendidikan secara berurutan mencapai 96,44%, 98,39%, dan 96,01%. 
Namun, pada tahun 2008 -2009, setelah dicanangkannya program pendidikan gratis 
realisasi anggaran justru hanya menunjukkan 27,67% dan 8,34 %.  
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Pada tahun 2007, rancangan APBN 2007 dari sekitar Rp495,9 triliun rencana 
alokasi, pendidikan hanya mendapatkan porsi 10,3% atau sekitar Rp51,3 triliun. 
Memang secara keseluruhan anggaran pendidikan mengalami kenaikan dari tahun 
2006, yang sekitar Rp43,3 triliun. Tapi kenaikannya sangat kecil, kurang dari 2% saja 
(www.antikorupsi.org). Berdasarkan analisis salah satu media elektronik yang dimuat 
pada tahun 2007, diuraikan bahwa alasan pemerintah  sehingga belum merealisasikan 
anggaran pendidikan 20% dari RAPBN/RAPBD tersebut sebagaimana amanah 
ketetapan UUD 1945 dan undang-undang sisdiknas terdiri atas dua alasan yaitu 
alasaan normatif dan kemampuan negara. Berikut ini uraian kedua alasan tersebut: 
 
a. Alasan Normatif (penjelasan UU sisdiknas pasal 49 ayat 1) 
Dalam penjelasan UU sisdiknas pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa  
pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.  Menurut 
penjelasan UU tersebut, pemenuhan anggaran pendidikan tidak langsung 20% dari 
APBN/APBD tapi dilakukan secara tahap demi tahap. Namun, menurut Kepala 
Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2007, Jimly Asshidiq, penjelasan pasal 49 ayat 
1 tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. Soal pendanaan ini perlu 
diprioritaskan dalam pendidikan. Dalam www.Suparmanfisika.blogspot.com 
(diakses 5 April 2011), dalam pertimbangannya Jimly berpendapat bahwa 
pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya 
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pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang 
perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran.  
 
b.  Alasan Kemampuan Negara 
Faktor kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara untuk 
pendidikan disampaikan oleh DPR dalam keterangan tertulisnya di persidangan 
sebelumnya mengatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan sesuai 
penjelasan pasal 49 ayat (1), yaitu secara bertahap. Hal itu dilakukan karena faktor 
kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara yang tidak 
memungkinkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20%.  
 
Pada tahun 2008, media masa ramai  memberi sorotan terhadap gaji guru yang 
dimasukkan sebagai salah satu komponen anggaran pendidikan, di mana ia 
mengambil porsi 50% dari anggaran tersebut. Dalam arsip lokakarya anggaran 
pendidikan yang pernah dibahas khusus dalam tajuk Education Decentralization 
Policy Review di Jakarta pada tahun 2001 yang diselenggarakan oleh Canadian 
International Development Agency (CIDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) serta Development Planning Assintance Project bahwa memang 
belum ada kesepakatan terhadap definisi anggaran pendidikan, sehingga berakibat 
pada ketidaksepahaman antara pemerintah, anggota DPR dan masyarakat termasuk 
pengamat dan ahli pendidikan. Selama ini muncul pengertian bahwa anggaran 
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pendidikan sama dengan anggaran sektor pendidikan yang meliputi pendidikan dari 
departemen lain selain departemen pendidikan nasional. Selain itu, anggaran 
pendidikan nasional termasuk anggaran rutin untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) 
dan biaya rutin operasional lembaga. Oleh karena itu, ketidaksepahaman ini pernah 
memunculkan kontroversi atas pernyataan seorang anggota DPR komisi VI yang 
telah menemukan kalkulasi bahwa pemerintah telah memberi anggaran pendidikan 
25%. Tentu saja kalkulasi mencapai di atas 20% seperti yang diamanatkan UUD 45.   
Dalam Suara Pembaharu (2009), pernah diberitakan bahwa puluhan murid SD 
Sudirman IV Makassar, beserta orangtuanya pada tanggal 24 Juli 2009 mendatangi 
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pengusutan pungutan liar 
(pungli) dan pembagian buku pelajaran serta baju seragam, berkaitan program 
pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul 
Yasin Limpo. Dalam media tersebut dikatakan bahwa pihak sekolah belum menerima 
buku paket pelajaran untuk siswa. Padahal, paket itu sudah dianggarkan dan tidak 
dibolehkan lagi ada pungutan di sekolah untuk membeli buku pelajaran. Untuk 
mendapatkan seragam sekolah, siswa diharuskan mencari sendiri di luar dan 
disesuaikan dengan atribut sekolah. Hasilnya, Kepala SD Sudirman IV, Borahima, 
dicopot dari jabatannya lantaran adanya laporan pemungutan uang bangku dan biaya 
pembelian alat pendingin udara. 
Sejumlah peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari penandatanganan 
nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) antara Kejaksaan Tinggi 
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(Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang 
pengawasan penyaluran dan penggunaan dana untuk program pendidikan gratis pada 
9 Desember 2008. Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Kajati Sulawesi Selatan 
Mahfud Mannan dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. 
Kerjasama tersebut ditandatangani bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi se-
dunia. Adapun rincian peruntukan dana pendidikan gratis SD/MI/SDLB yang 
disepakati dalam MoU tersebut diuraikan pada lampiran.  
Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 yang 
menggambarkan alokasi anggaran pendidikan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 
pada tahun 2008, dinyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk 21 
kabupaten/kota proporsinya ditentukan  berdasarkan jumlah siswa/siswi dan sekolah. 
Proporsi anggaran dimaksudkan agar pemerintah kabupaten dan kota tanggap dan 
punya kepedulian terhadap program pendidikan gratis dan anggaran yang diberikan 
sesuai dengan alokasi tersebut di atas harus sampai ke siswa/siswi berdasarkan 
kebutuhannya. Dari alokasi anggaran pendidikan di atas tergambar bahwa anggaran 
terbesar adalah Makassar sebesar Rp23.677.430.400 menyusul Kabupaten Bone 
Rp17.978.004.600 dan seterusnya. Alokasi anggaran pendidikan terkecil dimiliki 
Parepare dengan jumlah Rp3.210.304.200. Dapat dilihat bahwa Makassar, Bone, 
Gowa dan Wajo mendapatkan anggaran yang besar karena jumlah siswa dan siswi 
serta sekolah jumlahnya besar. Sementara Luwu, Pinrang, Jeneponto, Pangkep, Luwu 
Utara, Sidrap, Takalar, Sinjai dan Soppeng,  proporsi anggarannya adalah sedang 
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karena jumlah siswa/siswi dan sekolah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, 
maka anggarannya juga sedang. Sedangkan, Enrekang, Barru, Bantaeng, Selayar, 
Palopo, Parepare, memiliki proporsi anggaran yang kecil karena jumlah siswa/siswi 
dan sekolah juga kecil. 
Anggaran pendidikan Sulawesi Selatan pada tahun 2008 yang mencapai 
Rp3,10 triliun meningkat 30,63% pada tahun 2009 menjadi Rp4,06 triliun. Jika ditilik 
dari amanah UUD 1945, anggaran ini sudah memenuhi persyaratan anggaran 
pendidikan minimal 20% dari APBD, masing-masing 28,52% pada tahun 2008 dan 
33,94 % pada tahun 2009. Dari anggaran tersebut, jika diurutkan, persentase anggaran 
pendidikan terhadap APBD di 23 kabupaten/kota Sulsel pada tahun 2008, Kabupaten 
Gowa menempati posisi tertinggi dengan perolehan 39,03% dan terrendah Kabupaten 
Selayar 16,51%. Sedangkan pada 2009 tertinggi ditempati Kabupaten Bulukumba 
50,02% dan terrendah ditempati Kabupaten Kepulauan Selayar 20,62%. Namun, 
melihat jumlah anggaran pendidikan tersebut tanpa melihat persentase dari APBD, 
maka pada tahun 2008 Kota Makassar menempati posisi teratas sebesar Rp364,4 
miliar dan terrendah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp64,7 miliar. 
Sedangkan, pada tahun 2009 posisi tertinggi juga ditempati oleh Makassar Rp489,1 
miliar dan terrendah Kabupaten Tana Toraja Rp73 miliar.  
Pada tahun 2009, salah satu media elektronik menyatakan bahwa dana 
pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum tidak untuk 
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kebutuhan murid, karena sebagian besar dana itu dihabiskan sekolah untuk membayar 
guru honorer. Dalam media tersebut, anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat  DPRD 
Sulawesi Selatan, Besse Marda mengatakan bahwa pendidikan gratis seharusnya tak 
hanya untuk memberikan insentif bagi tenaga pengajar. Pada pemberitaan yang sama 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, A. Patabai Pabbokori 
mengatakan bahwasanya dirinya tak bisa membantah kondisi tersebut, oleh karena itu 
ia mengharapkan peran semua pihak mengawasi pengelolaan dana pendidikan gratis. 
Ditambahkannya bahwa tidaklah cukup berharap pada tim pengendali provinsi dan 
tim pengendali di setiap kabupaten, sehingga masyarakat luas juga perlu ikut 
mengawasi. Pemerintah Sulawesi Selatan menganggarkan Rp434 miliar untuk 
pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA. Sebanyak 40% ditanggung pemerintah 
provinsi, dan sisanya ditanggung pemerintah kota madya/kabupaten. (TEMPO 
Interaktif: 2009) 
Adapun untuk tahun 2010, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
membutuhkan alokasi anggaran tambahan sekitar Rp86 miliar untuk melaksanakan 
program pendidikan gratis secara menyeluruh mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) 
hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan, A. Patabai Pabokori mengungkapkan dalam salah satu 
media lokal bahwa untuk sementara pemerintah  fokus pada penyelenggaraan 
pendidikan gratis tingkat SD dan SMP. Untuk 14 item yang digratiskan, dibutuhkan 
anggaran sebesar Rp165 miliar yang 60% di antaranya ditanggung pemerintah 
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kabupaten/kota. Sementara, untuk tingkat SMA/Sederajat, pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan hingga saat ini baru bisa menganggarkan senilai Rp13,5 miliar dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Selatan untuk pembelian 
buku paket yang masuk dalam mata pelajaran ujian nasional. Untuk bisa menyentuh 
sekolah  menengah atas, pemerintah Provinsi  Sulawesi Selatan membutuhkan 
anggaran tambahan sebesar Rp86 miliar. Jadi sementara ini, siswa SMA hanya 
dibebaskan dari buku pelajaran  yang masuk pelajaran ujian nasional. Mantan Bupati 
Bulukumba ini mengatakan, pembebasan biaya pendidikan pada tingkat SMA akan 
dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.    
A. Patabai Pabokori menyatakan, untuk tingkat provinsi, Sulawesi Selatan belum bisa 
melaksanakan program pendidikan gratis untuk SMA secara optimal. Hingga saat ini 
sudah terdapat sebanyak lima kabupaten yang sudah melaksanakannya, masing-
masing Luwu Timur, Pangkep, Sinjai, Gowa dan Engrekang. Ini merupakan dampak 
positif dari otonomi Daerah, di mana Bupati tidak mau kalah  dalam membuat 
terobosan. (Yaya, Marlina, Erna: 2010) 
Hingga tahun ketiga penyelenggaraan program pendidikan gratis, insentif 
tenaga pengajar dibebankan pada anggaran pendidikan gratis. Total penerima insentif 
berdasarkan waktu mengajar mencapai 12.800 orang guru pada tingkat SD hingga 
SMA. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, A. Muallim mengatakan, berdasarkan 
laporan badan inspektorat provinsi, masih ditemukan ketidakkonsistenan penyediaan 
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dana pembagian pendidikan gratis oleh pemerintah kabupaten dan kota. “dari target 
Rp9 miliar baru terealisasi Rp2 miliar,” ujarnya. (Johan Simamora: 2010) 
Sejak teralokasikannya anggaran pada APBD Sulawesi Selatan 2008 hingga 
2010, pemerintah provinsi sudah mengeluarkan dana ke kabupaten/kota sebesar 
Rp556.883.883.400. Anggaran ini terdistribusi ke seluruh kabupaten/ kota kecuali 
Kabupaten Sinjai yang belum pernah menerima bantuan dana pemerintah provinsi 
dengan alasan memiliki kebijakan pendidikan gratis sendiri. Dari jumlah sebesar 
Rp556.883.883.400 realisasi pencairan dana pada 2008 sebesar Rp187.072.257.000, 
pada 2009 sebesar Rp168.927.386.400, dan pada 2010 sebesar Rp187.680.490.000 
ditambah dana bantuan buku mata pelajaran tingkat SMA yang diujiannasionalkan 
sebesar Rp13.203.750.000.  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mahmud BM mengatakan dana 
bantuan buku telah dicairkan, penyaluran sudah berproses dan Walikota Makassar 
sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) berdasarkan persetujuan dewan untuk 
pencairan dana. Dana bantuan pengadaan buku akan disalurkan ke 112 SMA dan 
SMK dengan total dana Rp 3,2 miliar. Proses ini, mengalami keterlambatan karena 
pengadaan buku hanya beberapa pekan menjelang UN. Bantuan ini bersifat bergulir 
yang masih bisa digunakan untuk siswa kelas tiga tahun depan. Antisipasi juga sudah 
dilakukan dengan memanfaatkan buku di sekolah. Jumlahnya belum sesuai jumlah 
siswa di sekolah, tetapi bisa dipinjam bergantian.  
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Pada salah satu diskusi yang diadakan oleh Pusat Studi Demokrasi Universitas 
Hasanuddin (PSD Unhas) yang mengangkat tema “Dehumanisasi Pendidikan dalam 
Praktik Demokrasi Liberal” pada 5 Mei 2011, salah seorang panelis  perwakilan 
Ketua Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa anggaran 
pendidikan untuk program pendidikan gratis mencapai Rp 198 miliar, 
disampaikannya pula bahwa: 
pemerintah sendiri sudah mengeluarkan banyak anggaran, walaupun juga 
sebenarnya target 20% dari pada anggaran di dalam GBHN itu memang 
belum tercapai 
 
Menurutnya, anggaran pendidikan gratis sebesar Rp198 miliar tersebut berasal 
dari pemerintah pusat, yang kemudian akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. 
Adapun dana BOS yang mencapai sekitar Rp400 miliar dan kegiatan APBN yang 
dilaksanakan di provinsi mencapai Rp60 miliar. Kemudian, Rp568 miliar dikelola di 
kota/kabupaten dan Rp87 miliar di provinsi. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan juga telah menyediakan dana beasiswa terhadap mahasiswa program S1 dan 
adanya program beasiswa 500 orang untuk program doktor ke luar negeri. 
 Sebagai salah satu gambaran upaya realisasi anggaran pendidikan melalui 
program pendidikan gratis ini, dapat dilihat penerapannya pada salah satu sekolah 
dasar di Makassar,  seperti  di SDN Cendrawasih No. 1 Makassar. Menurut Kepala 
SDN Cendrawasih No. 1 Makassar, Mardiaty, yang menjabat pada tahun ajaran 
tersebut, setelah merujuk pada dokumen-dokumen sekolah yang ada, sekolah dasar 
tersebut mulai memperoleh perintah penerapan pendidikan gratis sejak semester 
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kedua tahun ajaran 2008-2009. Sekolah memperoleh dana dari pemerintah yang 
sifatnya tiap triwulan Rp15.000 per siswa untuk 466 orang siswa, di mana pada tahun 
2008 sekolah diberikan dana sebesar Rp 10.928.000. Pada tahun pengajaran 2008-
2009, dana yang dikucurkan dari pemerintah ke sekolah tersebut sebesar 
Rp34.935.000/semester. Sedangkan, tahun 2009-2010 sebesar Rp34.914.000/ 
semester untuk pos-pos biaya yang ditentukan. Dalam proses penyusunan anggaran 
pihak sekolah hanya cukup menyetorkan jumlah satuan murid, guru, pegawai sekolah 
termasuk kepala sekolah kepada pemerintah dinas pendidikan daerah yang 
bersangkutan, untuk kemudian ditentukan nominal anggarannya dan realisasi uang 
yang dikucurkan kepada pihak sekolah. Ketika peneliti bertanya, apakah yang 
dikucurkan oleh pemerintah, memang berdasarkan rancangan anggaran yang dibuat 
oleh sekolah sendiri? Mardiaty menjawab bahwa sekolah hanya bertugas melaporkan 
rincian kuantitatif terkait jumlah murid, guru, dan sebagainya yang merupakan bagian 
perhitungan dari anggaran program pendidikan gratis. Jadi, dinas pendidikanlah yang 
membuat anggaran untuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah dalam penggunaan dana 
sangat terbatas. 
Tertulis pada Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) (2011), pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan mengklaim bahwa beberapa tahun terakhir sektor 
pendidikan di daerah ini mengalami peningkatan mutu dan kualitas yang signifikan. 
Hal tersebut dipicu keberadaan program pendidikan gratis yang telah diterapkan sejak 
tiga tahun terakhir. A. Patabai Pabokri, usai menghadiri pembukaan musrenbang 
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provinsi di Makassar, pada 12 April 2011 sempat memberi pernyataan pada media ini 
bahwa program pendidikan gratis melahirkan sejumlah dampak positif yang 
dirasakan masyarakat, khususnya pada peningkatan anggaran pendidikan di 
kabupaten/kota yang rata-rata di atas 20%. Peningkatan anggaran pendidikan tersebut 
dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperhatikan pemenuhan hak 
dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, dan dibuktikan melalui kesepakatan 
 anggaran, yakni 40 % tanggungan pemerintah propinsi dan 60% ditalangi kabupaten 
kota. A Patabai Pabokori berkata bahwa sebelum ada pendidikan gratis, rata-rata 
anggaran pendidikan di kabupaten kota di bawah 10%. Namun setelah ada program 
gratis ini, peningkatannya cukup pesat. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan ini 
juga menyebutkan bahwa program pendidikan gratis berdampak mengurangi beban 
orangtua siswa karena tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun di lingkungan 
sekolah.  Sehingga juga berpengaruh pada penurunan angka anak putus sekolah di 
Sulawesi Selatan. (Baso Arfian, Nugroho, 2011). 
 
4.2.2 Persepsi Masyarakat terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan 
Persepsi sejumlah masyarakat Makassar terhadap realisasi anggaran 
pendidikan yang dinilai dari upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 
berdasarkan segala batasan pengetahuan dan pengalaman mereka, terwujud berupa 
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sejumlah poin pujian, kritik dan saran mereka yang akan diuraikan lebih kurang 
sebagai berikut: 
a. Pendapat Positif (Pujian) 
Semenjak pemerintah Sulawesi Selatan berupaya merealisasi program 
pendidikan gratis, sebagian besar masyarakat merasa terbantu. Salah seorang 
informan yang peneliti wawancara terkait pembayaran sekolah berkata “tidak ada 
dek. sekarang semua sekolah negeri itu gratis. Jadi saya tidak ada bayaran sama sekali 
untuk itu, buku-buku sekolah juga dikasi gratis.” Kemudian sambil tersenyum 
ditambahkan “iya dek… saya bersyukur sekali”. Pada kesempatan lain, Yusuf ketika 
ditanya tentang ada tidaknya biaya yang harus ia keluarkan untuk mendaftarkan 
masuk anaknya sekolah pada tahun 2008, beliau menjawab “Alhamdulillah, tidak 
ada”. Adapun pada percakapan lain antara peneliti dan Leni (orangtua siswa) lainnya 
ketika ditanya terkait apa saja kebutuhan sekolah anaknya yang harus ia tanggung, 
Leni menjawab: 
kalau selama ini kan keluar dana BOS itu. Sudah berapa tahun ini, tidak ada 
lagi ini, yang diminta-minta. Bayar ini, bayar ini. Tidak ada lagi 
 
Jadi, beberapa informan ketika ditanyai tentang biaya sekolah, dengan ringan 
menunjukkan ekspresi kesyukuran karena melakukan perbandingan dengan biaya 
pendidikan sebelum program pendidikan gratis. Bagi mereka lebih meringankan 
kondisi yang sekarang dari pada yang kondisi sebelumnya. 
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Begitupun keterangan dari pihak sekolah yang menerapkan program 
pendidikan gratis, Kepala SDN 1 Cendrawasih Makassar, Mardiaty menampakkan 
kesamaan kesyukuran terkait keberadaan program ini karena masyarakat Makassar 
baik bagi orangtua siswa maupun bagi para guru cukup terbantu. Mardiaty berkata:  
kalau kita terima dengan adanya dana pendidikan gratis, semua yang ada di 
sekolah digratiskan antara lain, buku kita belikan siswa, LKS kita belikan 
siswa, karena kita padukan antara dana BOS dan dana gratis. Guru-guru juga 
sekarang sudah sejahtera saya liat, karena di sini istilahnya ada jam mengajar 
Rp. 2500/ jam x 5 jam / 45 menit (dihitung 1 jam) untuk 1 hari 
 
Menurut Mardiaty, program yang dicanangkan pemerintah sangat membantu 
masyarakat yang hidup di lingkungan sekolah tersebut, apalagi ditambahkannya 
bahwa “memang anak-anak yang bersekolah di sini, di bawah garis kemiskinan 
istilahnya. Keluarga menengah ke bawah,” sehingga pengurangan biaya dari yang 
pernah mereka tanggung sangat berarti bagi mereka. 
 
b. Pendapat Negatif (Kritik/ Keluhan) 
Dibalik kesyukuran yang diekspresikan oleh sejumlah masyarakat Makassar 
atas realisasi program pendidikan gratis tersebut, juga tersimpan sejumlah kritik dan 
saran oleh karena kurang maksimalnya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan. Berikut ini beberapa poin yang peneliti tangkap dari proses penelitian: 
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1.  Belum Maksimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Para Guru. 
Salah satu hal yang menjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dinas 
pendidikan saat ini adalah upaya peningkatan kualitas guru. Sekalipun hal tersebut 
berkaitan tidak secara langsung dengan realisasi anggaran pendidikan, namun 
berdasarkan data realisasi anggaran yang tidak maksimal dalam laporan realisasi 
anggaran serta dari keterangan langsung pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan, upaya dukungan program peningkatan mutu guru juga menjadi indikator 
semaksimal apa pemerintah merealisasikan anggaran yang telah dijanjikan bahkan 
anggaran yang telah disediakan. Dari sekian banyak anggaran yang tidak terrealisasi, 
membuat masyarakat bertanya-tanya apakah pemerintah tidak melihat masalah yang 
terjadi pada kualitas tenaga pendidik di Sulawesi Selatan? Sehingga realisasi 
anggaran tidak dialokasikan maksimal dalam menyelesaikan masalah tersebut. 
Berdasarkan keluhan terkait kualitas guru dan kurang maksimalnya perhatian dinas 
pendidikan terhadap peningkatannya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang 
puas terhadap realisasi anggaran pendidikan yang  secara otomatis menilai kinerja 
dinas pendidikan.  
Beberapa kekurangan pada kebanyakan guru di Makassar saat ini berdasarkan 
persepsi informan yang peneliti wawancarai, di mana hal tersebut menjadi salah satu 
faktor penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kekurangan-
kekurangan tersebut antara lain sebagai berikut: 
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a. Tidak sedikit guru yang kurang mampu mengelola proses belajar-mengajar 
dengan efektif, di mana hanya duduk dan memerintahkan siswa-siswanya 
membuka buku. Hampir tidak ada evaluasi yang lebih persuasif pada potensi 
dan kualitas siswa-siswa yang ada. Berikut ini pemaparan keluhan salah 
seorang masyarakat, Suninggar, terhadap kualitas guru menyinggung kinerja 
dinas pendidikan dalam hal metode pengajaran yang kurang efektif: 
 
yang saya lihat guru-gurunya yang sekarang sudah mulai menurun juga 
kualitasnya. Karena saya lihat sudah banyak yang sertifikasi, tapi 
sebenarnya sertifikasi guru yang sekarang juga saya lihat, masih banyak 
guru yang tidak bisa mengajar. Masalah nilai, yang nilai kan orang lain 
bukan gurunya kan. Kalo kita lihat sekarang kan, ada yang gurunya hanya 
duduk manis, “buka buku, halaman segini halaman segini!” tidak 
diterangkan, itu kan namanya apa? 
 
b. Guru yang masih menggunakan cara kuno dalam mendidik siswa yakni 
menggunakan kekerasan (pemukulan dan sebagainya). Dalam konteks 
tersebut, Leni mengkritik sistem hukuman kepada anak yang diwarnai oleh 
kekerasan fisik, menurut keterangannya “anak saya sering kena pukul. Biru-
biru pahanya kan. Perutnya kah, apanya. Pernah juga keseleo sampai bengkak 
tangannya”. Kemudian Suninggar menambahkan keterangan istrinya lagi  dan 
berkata: 
sebenarnya dulu saya kan juga mengalami hal yang seperti itu, jadi anak 
dulu itu betul-betul. Hanya kan mengajar yang baik sekarang bukan lagi 
yang seperti itu kan. Guru yang baik itu kan, bicaranya lemah lembut  
coba contohnya begini yaa, kalo kita senang pada gurunya, otomatis senang 
pada pelajarannya kan. Nah kalo sudah senang pada gurunya, senang pada 
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pelajarannya otomatis bagus nilainya. Coba kalo sudah jengkel, jengkel 
sama gurunya, sama pelajarannya, jadi malas belajar. Disuruh belajar, “Ah, 
malas aah” jadi itu kekurangannya 
 
Hal ini tidak sesuai dengan anjuran pendidikan nasional untuk melaksanakan 
prinsip PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif dan 
menyenangkan) dalam pengajaran, menurut Suninggar: 
 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan (PAKEM). 
Nah “m”-nya itu singkatannya kadang-kadang adalah „menakutkan‟ 
  
c. Selain keluhan pada kualitas guru secara personal, adapula penurunan 
kualitas pada sistem pendidikan yang dipraktikkan secara umum saat ini. 
Hal tersebut mengenai dihilangkannya beberapa mata pelajaran yang 
mengajarkan akhlak dan moral, di mana mata pelajaran agama saat ini 
dianggap belum cukup untuk mengisi sejumlah nilai yang harusnya 
tersampaikan kepada anak. Orientasi kognitif yang sangat kuantitatif, 
menenggelamkan pentingnya penilaian dan pengembangan sisi 
psikomotorik dan afektif anak didik. Suninggar berpendapat bahwa: 
 
iya kalo sekarang memang rata-rata hanya menilai kognitif saja. Di MAN 
juga, di Ibtida‟iyah ada juga. Bagaimana tidak susah, coba anaknya 
bandel, sering bikin ulah di sekolahnya, agamanya 7, akhlaknya tidak 
ada, akhirnya apa kacau. Moral itu yang paling utama karena PMP tidak 
ada 
 
Ada guru yang baik-baik juga, tapi ada juga guru yang ogah-ogahan, itu-
itu saja. Laporannya begini-begini, yang penting target kurikulum itu 
tercapai, ya sudah. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana (kualitas 
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anaknya) berarti dalam pendidikan mereka tidak bekerja. Itu juga 
kelemahannya dari kurikulum-kurikulum ini, karena diganti-ganti, dan 
sekarang katanya PAKEM, mulai dari KBK, KBSP, PAI, sampe 
kurikulum 2006, disuruh bikin kurikulum sendiri 
 
Demikianlah sejumlah keluhan terhadap kualitas guru-guru di Makassar yang 
dikaitkan pula dengan sistem pendidikan yang ada. Masyarakat menyadari bahwa 
hal ini merupakan salah satu bagian yang menjadi tanggungjawab pihak dinas 
pendidikan untuk memperoleh solusi perbaikannya, sebagaimana Suninggar 
memberi masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan “ya, 
sebenarnya begini, kalo dari dinas pendidikan seharusnya memberikan pelatihan-
pelatihan kepada guru”. 
 
2. Kekurangpercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah oleh berbagai Isu 
Praktik Korupsi. 
Menurut Alexa (2011), terdapat enam dampak korupsi terhadap eksistensi 
negara yakni lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya angka 
kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terngganggunya sistem politik dan 
pemerintahan, dan buyarnya masa depan demokrasi. Terkhusus pada dampak 
terganggunya sistem politik dan pemerintahan, Beliau mengatakan bahwa korupsi 
mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku, di mana publik cenderung 
meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan 
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korupsi. Indonesia yang saat ini diramaikan oleh pemberitaan berbagai tindak korupsi 
dari oknum pemerintahan, dalam hal upaya realisasi anggaran pendidikan, 
ketidakmaksimalan kinerja dinas pendidikan juga masyarakat nilai dari proses 
pengucuran dana tersebut di lapangan. Terdapat sejumlah masyarakat yang menaruh 
curiga terhadap proses realisasi dana pendidikan yang mungkin dikorupsi oleh 
oknum-oknum tertentu di tubuh pemerintah. Pemerintah sebagai badan yang bertugas 
mengelola uang rakyat untuk kepentingan rakyat, kini mulai menuai sejumlah protes 
dan ketidakpercayaan masyarakat, oleh karena masih merebaknya praktik korupsi di 
Indonesia terutama Sulawesi Selatan yang sempat memperoleh predikat provinsi 
terkorup. Saat peneliti bertanya bagaimana pendapat informan menegenai proses 
realisasi anggaran pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, Suninggar menjawab 
“sebenarnya anggaran pendapatan 20% itu mulailah kurang, kurang maksimal juga”. 
Ditambahkannya lagi dengan keterangan berikut:  
kayaknya memang begitu, karena yang saya sering-sering dengar-dengar di 
luar juga kan. Anggaran dari pusat itu 20%, tapi kalau turun-turun semakin 
ke sini, dia jadi berkurang dari 20%. Kebanyakan begitu kan. Karena itu 
juga masalah yang begitu (KKN), biasanya istilahnya kalo sudah proyek 
begitu, ya begitu mi. Ada KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Kita sudah 
tidak anu mi itu, sudah banyak yang begitu, karena kita sudah kayak tradisi 
yang begitu (KKN). Dari dulu-dulunya sudah begitu, kadang-kadang dari 
orangtua juga yang bikin orang korupsi juga 
 
Krisis kepercayaan ini didukung oleh keterangan sebuah artikel bersumber dari Pors 
News (2011), yang memberitakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
atas kinerja aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai buruk dan 
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terkorup di Indonesia. Syamian Rahman, Koordinator Investigasi DPP-LIMIT (2009) 
berpendapat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan “barometer” wilayah timur 
Indonesia, di mana tidak sedikit para pejabat di wilayah timur di luar pulau Sulawesi 
datang untuk melakukan studi banding baik tentang pelayanan publik maupun kiat di 
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apalah jadinya jika guru yang dianggap 
mampu menjadi tauladan justru perbuatannya melebihi dari pelaku itu sendiri, di 
mana yang memilih kepala daerah adalah masyarakat Sulawesi Selatan yang secara 
otomatis mempunyai tanggung jawab moril atas apa yang dipredikatkan oleh 
Bappenas bahwa Sulawesi Selatan peringkat pertama provinsi terkorup di Indonesia.  
 
3. Isu Liberalisasi pendidikan  
Selain isu ketidakberesan moral sejumlah oknum pemerintahan yang dinilai 
masyarakat, juga merebak isu liberalisasi pendidikan di semua jenjang pendidikan 
termasuk perguruan tinggi. Berdasarkan penjabaran sistem pendidikan nasional, bab 
V tentang jenjang pendidikan pasal 12, disebutkan bahwa jenjang pendidikan yang 
termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi juga merupakan 
bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengadakan program pendidikan 
berkualitas dan terjangkau. Namun, realitasnya sejumlah undang-undang yang dibuat 
oleh pemerintah masih saja berisikan titipan kepentingan liberalisme. Sebagaimana 
undang-undang yang pernah hampir diterapkan di Makassar, bahkan telah diterapkan 
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pada sejumlah perguruan tinggi di pulau Jawa yakni rancangan undang-undang badan 
hukum pendidikan (RUU BHP). Pada RUU tersebut, sejumlah pasal menyatakan 
bahwa pendidikan tinggi tersebut akan terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Oleh 
karena kerjasama sejumlah pihak bersama beberapa organisasi mahasiswa se-
Indonesia, di mana salah satunya mahasiswa Makassar  dalam aliansi gerakan rakyat 
Makassar (GERAM) tolak BHP berperan besar dalam hal mengupayakan sehingga 
RUU tersebut akhirnya dicabut oleh hasil keputusan sidang mahkamah konstitusi 
pada tahun 2010.  Akan tetapi gerakan liberalisme tidak hanya sampai di situ, karena 
pasca pencabutan RUU BHP masih tetap berjalan sejumlah universitas yang telah 
terlanjur menerapkannya, dan saudara kandung BHP lainnya yang satu per satu mulai 
tetap memaksa perubahan sistem pendidikan tinggi menuju liberalisasi total seperti 
badan layanan umum (BLU). Di antaranya juga baru-baru ini lahir produk hukum 
kontoversi lainnya yakni rancangan undang-undang PP 66 tahun 2010 terkait 
pendidikan. Dalam undang-undang tersebut sejumlah pasal menyatakan bahwa setiap 
perguruan tinggi negeri (PTN) bersifat otonom dan dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak ketiga (pasal 58F ayat 3). Hal inilah yang mengakibatkan turunnya 
sejumlah mahasiswa dan masyarakat di jalanan Kota Makassar pada tanggal 2 Mei 
2011, sekaligus dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional. Kelompok 
massa yang turun pada hari tersebut terbagi dalam sejumlah organ. Ada yang menuju 
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan lainnya menuju kantor DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini sejumlah poin tuntutan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh pihak DPRD: 
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(1) cabut PP 66 tahun 2010, (2) hentikan segala bentuk komersialisasi 
pendidikan, (3) tolak ujian nasional, (4) pengadaan fasilitas pendidikan yang 
layak. 
 
Maka terkait dengan realisasi anggaran pendidikan, terdapat kekecewaan yang besar 
terhadap kekurangperhatian pemerintah terkhususnya Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan 
tinggi. Program pendidikan gratis hanya menyentuh pada tingkat Sekolah Dasar (SD) 
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
hanya memperoleh alokasi anggaran yang belum maksimal dari yang dibutuhkan. 
Terlebih lagi perguruan tinggi yang dalam praktiknya, dinas pendidikan menunjukkan 
hal yang tidak konsisten dan kontradiksi antara tujuan program pendidikan gratis 
dalam MoU-nya dengan undang-undang terkait pendidikan yang dibuat oleh tingkat 
DPR. Ada aturan yang hendak diberlakukan dan tidak mendukung program-program 
daerah yang ada dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena 
itu, tuntutan program pendidikan gratis juga seharusnya merupakan hak mahasiswa.  
Liberalisasi ini juga dinyatakan oleh Armin, merambah di kurikulum dan 
sistem pendidikan Indonesia saat ini. Baik muatan-muatan pembelajaran hingga 
manajemen pengelolaan sekolah dan perguruan tinggi sudah mulai kental dengan ide-
ide kapitalisme yang berdampak pada dehumanisasi. Salah satu contoh kecil yang 
diungkapkan oleh salah seorang dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan bahwa: 
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memang beberapa tahun yang lalu debat, sangat intens sekali perdebatan 
mengenai persoalan pendidikan diarahkan ke kapitalisme dan sebagainya. 
Di mana misalnya kurikulum, yang selama ini hanya mencoba untuk 
menutupi tujuan konsumtif atau tujuan ekonomi. Jadi anak-anak di sekolah, 
kurikulum yang ada itu dibawa ke arus kapitalis, di mana mendapatkan hasil 
yang sebesar-besarnya dari mengeluarkan yang sekecil-kecilnya. Jadi ada 
pemikiran yang seperti itu. Bahkan, di kementrian pendidikan nasional, itu 
memang melihat ada sebuah kecendrungan seperti itu, kecendrungan 
lainnya apalagi setelah reformasi itu misalnya, peningkatan harkat dan 
martabat itu sepertinya diabaikan 
 
Oleh karena itu, keseriusan pemerintah terkhusus Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam merealisasikan anggaran pendidikan demi terwujudnya 
penyelenggaraan yang bermutu, masih disangsikan oleh masyarakat karena 
fenomena-fenomena liberalisasi ini. 
 
4. Keterbatasan Pengelolaan Sekolah oleh Peraturan Daerah (perda) 
Dalam rangka pelaksanaan program pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi 
Selatan, dibuatlah produk hukum berupa peraturan daerah (perda), yakni perda 
tentang pendidikan gratis. Di beberapa kabupaten/kota yang berada dalam wilayah 
Sulawesi Selatan juga diatur lagi dalam perda masing-masing. Sebagai contoh adalah 
perda Kabupaten Gowa nomor 4 tahun 2008 tentang pendidikan gratis yang menjadi 
salah satu komparasi nasional beberapa artikel keberhasilan daerah dalam 
melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakatnya. 
 
 71 
 
Berikut ini beberapa pasal-pasal penting untuk ditelaah bersama : 
Pasal 1 ayat 6, pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan 
dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun 
pembangunan sekolah. 
Pasal 9, jenis-jenis pungutan yang dilarang: 
1. permintaan bantuan pembangunan 
2. permintaan bantuan dengan alasan dana sharing 
3. pembayaran buku 
4. pembayaran iuran pramuka 
5. pembayaran LKS 
6. pembayaran uang perpisahan 
7. pembayaran uang photo 
8. pembayaran uang ujian 
9. pembayaran uang ulangan/semester 
10. pembayaran uang pengayaan/les 
11. pembayaran uang rapor 
12. pembayaran uang penulisan ijazah 
13. pembayaran uang infaq 
14. serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orangtua siswa 
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Pasal 10 : 
1. Kepala sekolah dan/atau guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk 
apapun dan sekecil apapun kepada orangtua peserta didik 
2. Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orangtua peserta didik 
Perda pendidikan gratis tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama 
masyarakat yang kemampuannya berada di bawah rata-rata untuk menyekolahkan 
anak-anaknya. Jika dulu para orangtua takut menyekolahkan anaknya di sekolah 
negeri karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya, belum lagi nanti adanya 
pungutan wajib yang berkedok sukarela. Setelah adanya perda, tidak ada lagi 
pungutan sepihak dari pihak tertentu. Orangtua hanya memikirkan bagaimana 
anaknya dapat belajar dengan baik. Berdasarkan perda tersebut, kepala sekolah 
diancam jika mengadakan pungutan kepada orangtua/wali siswa atau langsung 
kepada siswa, akan dikenai teguran sampai dengan penghentian jabatan. 
Hal ini mengungkapkan sisi lain terhadap penerapan program pendidikan 
gratis di Sulawesi Selatan, sebab ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa 
implementasi perda pendidikan gratis menghambat kreativitas siswa. Kreativitas 
seperti apa yang ada pada sekumpulan siswa? Kegiatan organisasi baik intra maupun 
ekstrakulikuler, OSIS, Pramuka, PMR, Paskib, olahraga, Remaja Masjid, Siswa 
pencinta alam, dan lain-lain kegiatan siswa yang tentunya dalam setiap aktivitasnya 
berkembang sesuai keinginan dan kreativitas siswa. Ketika akan mengadakan 
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kegiatan mereka mau tidak mau membutuhkan dana, bagaimana pada akhirnya 
mereka terhambat tidak boleh mengumpulkan dana swadaya masing-masing anggota 
dalam melaksanakan kegiatan sesuai aturan perda yang ada. Seperti pasal 10 ayat 13 
sudah ambigu sudah menyentuh isu sensitif keagamaan juga. Kebebasan beragama 
untuk mengeluarkan infak juga dibatasi oleh perda., Dengan sendirinya mengekang 
kebebasan beragama. Pasal 10 point 13 ini tidak terkait malah bertentangan dengan 
pengertian pungutan yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 6 tersebut. Mungkin ada yang 
bilang sukarela, namun akan ada juga yang merasa terpaksa, akhirnya mengadu 
kepada orangtua, dan kemudian melaporkan tindakan yang dilakukan sekolah 
tersebut dibenturkan dengan perda pendidikan gratis tersebut. Pasal 10 ayat 14 lagi-
lagi menjadi alasan untuk tidak melakukan tindakan kreativitas siswa dalam bidang 
sosial. (arul asruldin azis: 2010) 
Juga dilengkapi oleh keterangan dari kepala sekolah salah satu sekolah dasar 
negeri di Makassar, dia mengatakan bahwa kendala keterbatasan dalam menjalankan 
agenda sekolah disebabkan oleh sistem penganggaran yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah, di mana pihak sekolah hanya menyerahkan data-data kuantitatif jumlah 
guru, pegawai dan murid yang ada, tanpa rincian program-program tambahan 
sekolah yang biasanya bertujuan untuk peningkatan kreativitas siswa. Akhirnya, 
semua serba terbatas dalam menyelenggarakan pendidikan yang maksimal, seperti 
buku yang berstatus pinjaman sekolah dari pemerintah yang kemudian dibagi-
bagikan kepada murid, jika dipertengahan proses ada siswa yang kehilangan buku 
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tersebut atau merasa menjadikan buku-buku tersebut sebagai milik pribadi ataupun 
juga merusak halaman buku, oleh karena tidak ada perhitungan anggaran untuk hal-
hal yang terjadi insidental maka pihak sekolah pun harus memutar otak untuk 
menemukan cara pengalokasian dana sekolah agar dapat menyelesaikan masalah 
tersebut.  
Masih terkait persoalan kebutuhan buku siswa, sekalipun buku dibagi-
bagikan secara gratis, namun hal yang tidak bisa dinafikan juga ketika bahan-bahan 
pengajaran tidak mampu dipenuhi oleh satu refrensi buku saja. Beberapa guru akan 
menggunakan sejumlah buku refrensi selain buku yang telah dibagikan oleh sekolah 
tersebut. Hal ini secara tidak langsung membuat siswa yang ingin mengejar bahan 
pelajaran tersebut untuk membeli buku refrensi yang lain, akhirnya uang keluar lagi 
dari kantong orangtua murid. Seperti yang dialami oleh Yusuf dan Suninggar, bahwa 
mereka masih harus mengeluarkan uang untuk menambah refrensi bahan pelajaran 
anaknya. Dari semua kebutuhan sekolah yang ada, di mana salah satunya adalah baju 
seragam sekolah yang terdiri atas pakaian merah-putih untuk SD atau biru-putih 
untuk SMP, ditambah pakaian seragam olahraga, pramuka dan seragam batik, masih 
diserahkan kepada orang tua murid atau komite sekolah. 
Tidak hanya masalah buku, banyak yang lainnya juga, terkait biaya-biaya lain 
seperti pemakaian listrik dan gaji pegawai honor. Mardiaty berkata bahwa: 
kalau sudah tahun terakhir, tahun ke 4, di situ dihabiskan. Karena 
umpamanya ada dana sekitar 2 jutaan, kita buatkan lab, misalnya lampu, 
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dibelikan sarana, dibelikan apa saja. Dihabiskan dana itu, karena untuk 
2011 dan 2012, dana itu susah disimpan karena harus dikembalikan. Jadi 
dipake memang untuk yang dibutuhkan pada saat itu 
Itu ji nak, memang itu ji yang ada. tidak terlalu anu itu, mungkin kalo 
semacam dari akuntannya, tapi memang sempit kalo sekarang 
pembelanjaan uang karena ada untuk pembelian bukunya, ada untuk 
diperuntukkan semua untuk anak, beda ki kalau umpama pergi ke SMA 
 
Sejatinya tidak menghambat kreativitas, jikalau daerah (baca : pemda) sesuai 
konsekuensinya dalam mengeluarkan produk perda harus membiayai segala 
kebutuhan sekolah (baca : siswa). Tapi apa jadinya jika pemda bersama DPRD dalam 
menyusun anggaran untuk sektor pendidikan tidak mampu membiayai kebutuhan 
sekolah? Kebutuhan sekolah di sini adalah seluruh kebutuhan untuk sekolah maupun 
untuk mengembangkan kreativitas siswa. (arul asruldin azis: 2010) 
 
4.3 Penilaian terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
Kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Dalam rangka menilai 
kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari sudut maksimalisasi realisasi 
anggaran pendidikan, adalah penting melakukan penyesuaian antara idealitas mutu 
penyelenggaraan pendidikan dengan realitas mutu penyelenggaraan, yang salah 
satunya dapat dinilai berdasarkan informasi-informasi proses penyelenggaraan dan 
persepsi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan realisasi anggaran pendidikan. 
Berdasarkan uraian sebelumnya, dimulai dari gambaran pentingnya pendidikan baik 
secara normatif maupun perspektif masyarakat, hingga pemaparan upaya realisasi, 
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dari perbandingan antara pendapat positif dan negatif masyarakat, secara umum 
masyarakat masih menilai bahwa kinerja pemerintah sangat jauh dari harapan dan 
janji manis yang pernah diikrarkan. Terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
memiliki keunikan terkait legalitas perjanjian pemerintah terhadap masyarakat untuk 
memberikan perhatian utama pada peningkatan pendidikan berupa MoU. Secara 
umum, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekalipun telah melakukan 
sebuah perubahan besar untuk berani mengupayakan penerapan program pendidikan 
gratis, namun sejauh ini masyarakat berpendapat belum cukup maksimal dalam 
merealisasikan anggaran pendidikan yang ada serta pengelolaan yang belum efektif. 
Hal tersebut telah diuraikan pada subbab sebelumnya, terkait kualitas guru yang dapat 
ditingkatkan dengan memanfaatkan anggaran dana dari negara dalam rangka 
membekali guru-guru pelatihan profesional, sejumlah dana yang dicurigai 
diselewengkan oleh oknum-oknum melalui sistem yang kurang ketat, ketidakpuasan 
beberapa masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan yang tidak konsisten dalam 
hal aturan hukum dengan janji peningkatan mutu pendidikan sehingga disinyalir ada 
upaya liberalisasi pendidikan terutama di jenjang perguruan tinggi, serta 
ketidakmaksimalan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 
anggaran dan memberi dana kepada pihak pengelola sekolah sehingga sejumlah perda 
mengekang kebutuhan-kebutuhan lain dari sekolah, di mana hal ini disebabkan oleh 
masih kurangnya dana yang mengucur untuk digunakan oleh pihak sekolah. 
Pemerintah hanya mengukur kebutuhan pendidikan dalam batas-batas kuantitatif 
tanpa memiliki informasi detail terhadap kebutuhan kualitas pengelola pendidikan, 
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bahkan anggaran lebih banyak disalurkan kepada pembangunan fisik dan gaji 
pegawai daripada kualitas siswanya. 
Oleh karena itu, dalam hal ini masyarakat menilai terjadi ketidaksesuaian 
antara ide (harapan) dengan realitas, sekalipun pemakluman terhadap sebuah proses 
itu tetap ada. Akan tetapi yang mengecewakan masyarakat saat ini adalah itikad untuk 
maksimal dalam efisiensi dan efektif kinerja masih kurang diperlihatkan oleh 
pemerintah. 
 Pada penilaian-penilaian negatif tersebut, disertai pula oleh sejumlah saran 
atau masukan membangun untuk pemerintah. Saran-saran tersebut antara lain sebagai 
berikut: 
a. Pengawalan yang serius terhadap mutu pengajar, baik secara konseptual 
pengajaran maupun praktiknya kepada para pelajar. Salah satu usulan teknis 
yang diajukan oleh Suninggar yakni model pelatihan guru yang selama ini 
hanya mengandalkan perwakilan satu sampai dua orang saja sebaiknya diubah 
dengan konsep yang lebih agresif ke sekolah-sekolah, di mana masing-masing 
sekolah secara satu per satu dibuatkan pelatihan peningkatan kualitas guru. 
Tidak hanya sampai di situ, diperlukan sebuah pengawasan yang ketat berupa 
evaluasi berkala yang tidak sebatas kuantitatif atau pengukuran dangkal seperti 
biasanya (seperti melihat jumlah absensi masuk guru atau nilai rapot murid 
yang hanya mewakili aktualisasi kognitifnya dan sebagainya), tapi juga 
diadakan penelitian yang lebih mendalam dan detail terhadap konsep, metode, 
dan praktik mengajar para pengajar. Adapun untuk itu otomatis memerlukan 
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alokasi anggaran pada sebuah khusus peningkatan kualitas tenaga pendidik di 
Provinsi Sulawasi Selatan, bila perlu memperketat sejak awal dalam 
meluluskan sertivikasi guru.  
b. Dalam rangka meminimalisir berbagai kecurigaan atau prasangka masyarakat 
terkait terjadi tidaknya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di kalangan 
pemerintahan dalam prosedur realisasi anggaran, maka sangat diperlukan 
adanya transparansi laporan keuangan seluruh instansi pemerintahan, salah 
satunya adalah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.   
Akuntansi dalam lingkup praktik publik (pemerintah) merupakan alat 
komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, sebagai hak rakyat dan dapat 
meminimalisir kesalahpahaman. Dalam akuntansi publik, terdapat empat jenis 
laporan keuangan yakni neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, 
dan catatan atas laporan keuangan.  
Inilah kekurangan terbesar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tengah 
upaya penerapan Good Governance, pemerintah masih sangat tertutup dalam 
menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat, sekalipun fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pelaksanaan pemeriksaan keuangan 
pemerintah telah melaksanakan tugasnya, masyarakat sebagai salah satu 
stakeholder (pemegang kepentingan) terhadap laporan-laporan keuangan yang 
telah diaudit tersebut tetap memiliki hak atas transparansi laporan keuangan 
sebagai landasan penilaian kinerja dinas pendidikan. Transparansi laporan 
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keuangan merupakan salah satu jalan untuk meminimalisir miss communication 
(kesalahpahaman) yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, karena 
akuntansi merupakan alat komuikasi. Mahasiswa yang berdemonstrasi, rakyat 
yang mengeluh hingga curiga terhadap sejumlah praktik korupsi di 
pemerintahan setidaknya dapat dianalisis secara ilmiah oleh masyarakat 
sebelum berpersepsi menilai pemerintah. Salah seorang perwakilan Ketua 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengakui hal tersebut 
terkait hak rakyat atas laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas 
pemerintah. Beliau mengatakan bahwa memang seharusnya laporan keuangan 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dipublikasikan di media cetak 
maupun elektronik seperti koran. Namun, itu sekedar teori untuk saat ini, 
karena dalam praktiknya di media elektronik pun memperoleh data laporan 
keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hal yang 
sulit. Hal tersebut diinformasikan secara tidak langsung oleh Mardiaty dalam 
percakapan berikut: 
 
Peneliti: maaf bu, ini laporan keuangannya boleh tidak saya fotocopy? 
Mardiaty: tidak boleh, kita penanggung jawab sekolah hanya boleh 
dilihat oleh BPK, tidak boleh yang lain. Peneliti: ooh.. kalau begitu, 
anggaran yang dikucurkan saja boleh saya tahu jumlahnya? Mardiaty: 
iya, karena ini jangankan yang seperti adik, wartawan saja tidak boleh. 
Kalo kita melihat kita punya pertanggungjawaban hanya yang dari tim 
audit kita dengan tim pemerintah kota istilahnya yang bisa, toh.. jadi sulit 
 
Kutipan percakapan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat 
terbatas untuk diakses oleh masyarakat, kecuali dengan cara-cara tertentu. 
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c. Adapun masalah isu liberalisasi pendidikan dari segi kurikulum hingga 
keberpihakan sejumlah kebijakan pemerintah baik berupa alokasi anggaran dan 
realisasinya maupun penetapan legitimasi hukum (undang-undang terkait 
pendidikan) yang dinilai tidak konsisten dan tidak saling mendukung satu sama 
lain, disolusikan oleh pemerintah untuk merealisasikan sebuah konsep yang 
tengah mereka format yakni misalkan kurikulum, yang selama ini hanya 
mencoba untuk menutupi tujuan konsumtif atau tujuan ekonomi, di mana anak-
anak disuguhi kurikulum yang menyeret mereka ke arus kapitalisme, salah satu 
hasilnya adalah lahirnya teori bahwa pendapatan sebesar-besarnya dari 
mengeluarkan yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, kementrian pendidikan 
nasional akan mengadakan pendidikan yang berkarakter dari pendidikan dasar 
sampai pada pendidikan SMA. Disamping itu, pemerintah memperkuat pilar-
pilar UNESCO yaitu learning to know, di mana anak-anak tidak hanya diisi 
dengan kognitifnya saja tetapi juga learning to do, yakni psikomotorik anak, 
serta yang terpenting lainnya adalah learning to be dan learning live together 
yang kemudian disebut dengan pembangunan behavior atau afektifnya.  
Jika dikaitkan dengan kebijakan yang kontradiksi antara undang-undang dasar 
dengan undang-undang baru yang hendak dilahirkan tentang pendidikan, 
masyarakat melalui pengalaman badan hukum pendidikan (BHP) yang lalu, 
mulai berhati-hati dengan sejumlah rancangan baru yang muncul dan ternyata 
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mengandung kecenderungan melepaskan kewajiban negara terhadap 
pelaksanaan pendidikan, terkhusus pendidikan tinggi. Masyarakat 
mengharapkan pemerintah agar sungguh-sungguh dalam memikul amanah 
undang-undang dasar, dengan tidak mengesahkan rancangan-rancangan 
undang-undang atau aturan pemerintahan yang bertentangan dengan amanah 
tersebut. 
d. Adapun dalam penetapan peraturan daerah terkait pendidikan gratis yang ada 
sebaiknya disertai dengan dukungan kebijakan anggaran yang memadai atau 
benar-benar dapat menutupi segala kebutuhan pihak pengelola sekolah, agar 
aturan yang ketat tidak menjadi buah simalakama bagi mereka. Jangan sampai 
pendidikan gratis berdampak pada penurunan kualitas oleh karena dukungan 
dana dari pemerintah yang kurang.  
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BAB 5  
PENUTUP 
 
Demikianlah uraian skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Makassar 
terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan sebagai Landasan Penilaian Kinerja Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”, yang secara garis besar lebih menyorot pada 
upaya realisasi program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam MoU politiknya pada saat terpilih. Berikut ini kesimpulan 
dan saran dari uraian sebelumnya. 
 
5.1 Kesimpulan 
Secara ideal, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 
menentukan pembangunan suatu bangsa. Baik dalam perspektif normatif maupun 
persepsi masyarakat umum, meletakkan pendidikan pada kedudukan yang sangat 
urgen. Dalam rangka pengaplikasiannya di alam nyata, dibentuklah sejumlah konsep 
terkait landasan, metode dan alat yang akan digunakan untuk mencapai 
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Salah satu di antaranya yang tidak 
kalah penting untuk diperhatikan adalah anggaran pendidikan dan realisasinya yang 
mencerminkan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  
Adapun secara realitas, berdasarkan data-data laporan realisasi anggaran dan 
sejumlah catatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 
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2007-2011 dalam media cetak dan elektronik menunjukkan uraian upaya pemerintah 
dalam menjalankan program-program pendidikan melalui gambaran anggaran dan 
realisasinya. Selain itu, uraian ini dilengkapi pula dengan pendapat masyarakat dalam 
melihat dan merasakan sendiri sumbangsih pemerintah dalam menjalankan amanah 
negara terkait pendidikan serta maksimalisasi mutu penyelenggaraan pendidikan 
melalui realisasi anggaran pendidikan. Pendapat masyarakat terdiri atas pandangan 
positif dan pandangan negatif. Dari sudut positif, masyarakat merasakan langsung 
perubahan besar pasca penerapan pendidikan gratis di sejumlah sekolah. Sedangkan, 
dari sudut negatif masyarakat menilai masih banyak yang kurang maksimal dari 
upaya pemerintah, mulai dari kritik terhadap kualitas tenaga pendidik yang masih 
kurang dan tidak merata, isu liberalisme pada kebijakan-kebijakan yang ada, 
kecurigaan masyarakat terhadap mengakarnya praktik korupsi di pemerintahan, serta 
peraturan daerah yang tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai dalam 
menunjang kreativitas agenda pengembangan anak pada sekolah yang diwajibkan 
menyelenggarakan pedidikan gratis.  
Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi 
masyarakat Makassar terhadap realisasi anggaran pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah belum maksimal dimana hal tersebut secara kausalitas disebabkan oleh 
kurang maksimalnya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun dalam mencapai tujuan komprehensif penelitian ini, penulis 
mempertimbangkan sejumlah keterbatasan ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. 
Idealnya untuk menilai kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 
penelitian ini dapat menghimpun persepsi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan 
secara umum, namun dengan pertimbangan waktu dan wilayah jangkauan penelitian 
yang terbatas sehingga ruang lingkup Kota Madya Makassar menjadi pilihan utama 
penulis. Oleh karena itu, penulis berharap agar ke depannya terdapat penelitian 
lanjutan dari skripsi ini yang menjangkau daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi 
Selatan terkait realisasi anggaran pendidikan di daerah tersebut, sehingga penelitian 
berikutnya dapat melengkapi penelitian ini untuk memberi manfaat yang lebih 
maksimal dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
5.3 Saran 
Kekurangmaksimalan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
pada beberapa poin kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, melahirkan 
beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam 
rangka membantu perbaikan kinerja dinas pendidikan ke depannya, saran-saran 
tersebut antara lain sebagai berikut: 
1. Pengawalan yang serius terhadap mutu pengajar, baik secara konseptual 
pengajaran maupun praktiknya kepada para pelajar. 
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2. Diperlukan adanya upaya sosialisasi dalam mentransparansikan laporan 
keuangan seluruh instansi pemerintahan, salah satunya adalah pada Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat. 
3. Menghapuskan segala bentuk liberalisasi pendidikan baik dari segi kurikulum, 
sistem, dan kebijakan hukum (perundang-undangan). 
4. Penetapan peraturan daerah terkait pendidikan gratis yang ada sebaiknya 
disertai dengan dukungan kebijakan anggaran yang memadai atau benar-benar 
dapat menutupi segala kebutuhan pihak pengelola sekolah. 
Sangat besar harapan penulis agar karya ini dapat menyumbangsihkan 
manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan melalui bertambahnya wawasan para 
pembaca hingga sungguh-sungguh dapat mempengaruhi sejumlah kebijakan Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan memperbaiki kinerja pemerintah ke 
depannya. Besar pula harapan penulis agar terdapat penelitian serupa yang 
melanjutkan atau melengkapi segala keterbatasan penelitian ini. Permohonan maaf 
atas segala keterbatasan penulis dalam proses hingga hasil karya ini, penulis 
menantikan masukan membangun dari segala pihak untuk kebaikan penelitian-
penelitian selanjutnya. 
Terimakasih banyak atas perhatian yang diberikan. 
Wasalam, 
Makassar, 1 November 2011  
Penulis 
  
DAFTAR PUSTAKA 
 
Mulyana, Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya, 2001 
 
Darise, Nurlan, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Jakarta, PT 
Indeks, 2008 
Werimon, Simson, Imam Ghozali, Nazir, Mohammad, Pengaruh Partisipasi 
Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara 
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan, 
Simposium Nasional Akuntansi X, 2007  
 
Matardi, Indiana Farid, Suranta, Sri, Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, dan 
Karyawan bagian Akuntansi dipandang dari segi Gender terhadap Etika 
Bisnis dan Etika Profesi, Simposium Nasional Akuntansi IX, 2006 
Abdullah, Syukriy, Asmara, John Andra, Perilaku Oportunistik Legislitif dalam 
Penganggaran Daerah, Simposium Nasional Akuntansi IX, 2006 
Asmoko, Hidri, Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas 
Pengendalian, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2 No.2, November 2006 
Hal 53-64 (diakses tanggal 23 November 2010, www.google.com) 
 
Freire, Paulo, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, 
terjemahan Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar Offset, 2007 
 
Nuryatno, Agus, Mazhab Pendidikan Kritis; Meningkap Relasi Pengetahuan Politik 
dan Kekuasaan, Yogyakarta, Resist Book, 2008 
 
Muthahhari, Murthada, Konsep Pendidikan Islami, terjemahan Muhammad 
Bahruddin, Depok, Iqra Kurnia Gemilang, 2005 
 
Usman, Husaini, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara, 2009 
Daito, Apollo, Metodologi Penelitian Penyusunan Skripsi/ Tesis/ Disertasi, Jakarta, 
2007 (diakses tanggal 5 Maret 2011, http://fe.budiluhur.ac.id) 
 
Chariri, Anis, Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif, Semarang, 2009 
(diakses tanggal 18 Maret 2011, http://eprints.undip.ac.id) 
  
Rasyid, Rusman, Melacak Akar Legalitas Privatisasi Pendidikan di Sul-Sel melalui 
Pendidikan Gratis dan BHP (diakses tanggal 6 Januari 2011, 
http://cummank.blogspot.com) 
Upaya dan Strategi Peningkatan Mutu, 2009 (diakses tanggal 5 Maret 2011, 
http://mitrakuliah.blogspot.com) 
Grafik Anggaran Pendidikan 2005-2010 (diakses tanggal 1 Maret 2011, 
http://edukasi.kompasiana.com) 
 
Outline Kerangka Master Plan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2009 
(diakses tanggal 15 Januari 2011) 
Baharuddin, Syamsiah, Menyorot Political Will,Political Commitment, dan Political 
Action terhadap Pendidikan Gratis dan Pembatasan Anak Usia Sekolah 
(diakses tanggal 5 Maret 2011, www.wordpress.com) 
Mawahib, Khoiril, Ideologi Pendidikan di Iran (diakses tanggal 5 Maret 2011, 
www.oyil-5225.blogspot.com) 
Anggaran Pendidikan RAPBN 2007Langgar Konstitusi, 2007 (diakses tanggal 8 
Juni 2011, www.tempointeraktif.com) 
Nugroho, Sulsel Klaim Program Pendidikan Gratis Berhasil , 2011 (diakses tanggal 
8 Juni 2011, http://www2.rri.co.id) 
Yaya, Marlina, Erna, Pendidikan Gratis Butuh Rp 86 miliar, 2010 (diakses tanggal 
8 Juni 2011, http://www.sulsel.go.id) 
Dayah, Opex, Teori-teori Kebenaran Menurut Filsafat, 2011 (diakses tanggal 21 
Juli 2011, http://opex-dayah.blogspot.com) 
Alexa, Dampak Korupsi terhadap Eksistensi Negara, 2011 (diakses tanggal 21 Juli 
2011, http://mgtabersaudara.blogspot.com) 
Realisasi Anggaran Pemprov Sulsel 91 Persen, Antara News, Februari  2011 
(diakses tanggal 8 Mei 2011, http://www.antarasulawesiselatan.com) 
Wahyu, Dana Pendidikan 10 Daerah Minim, Sindo, Januari 2011 (diakses tanggal 8 
Mei 2011, http://www.seputar-indonesia.com) 
Said, Kiblat, Penuhi Anggaran Pendidikan Sesuai Amanat Konstitusi, Suara 
Pembaruan, 2008 (diakses tanggal 7 Juni 2011, http://groups.yahoo.com) 
  
Tappa, Nurdin, Belanja Tidak LangsungDominasi Anggaran Pendidikan Sulsel, 
Oktober 2010 (diakses tanggal 8 Juni 2011, http://fipofajar.org/index.php) 
Sukmawati, Dana Pendidikan Gratis Ludes untuk Honor Guru, Tempo Interaktif, 
Makassar, 2009 (diakses tanggal 8 Juni 2011, http://kesekolah.com) 
Kejati Sulsel Awasi Penyaluran Dana Pendidikan Gratis, Tribun Timur, 2008 
(diakses tanggal 8 Juni 2011, http://makassar-bugis.blogspot.com) 
Simamora, Johan, Program Pendidikan Gratis Sulsel sampai SMA, Mei 2010 
(diakses tanggal 8 Juni 2011, http://koranbaru.com) 
Perda Pendidikan Gratis Menghambat Kreativitas Siswa, April 2010 (diakses 
tanggal 8 Mei 2011,  http://asruldinazis.wordpress.com) 
Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis Perlu Dievaluasi, Antara News, 
Oktober 2010 (diakses tanggal, 8 Mei 2011,  www.antara-sulawesi 
selatan.com) 
Samsurya, Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Evaluasi Bantuan Buku, 
April 2011 (diakses pada tanggal, 8 Mei 2011, www.sulsel.go.id) 
Rahman, Syamian, Sulsel Peringkat Pertama Terkorup, Pors News, (diakses 
tanggal, 8 Mei 2011, www.poros-sulawesi.com) 
Sistem Pendidikan Nasional (diakses tanggal 8 Juni 2011, 
http://zkarnain.tripod.com) 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran I 
Rincian peruntukan dana pendidikan gratis SD/MI/SDLB yang disepakati dalam 
MoU: 
1. Tambahan penunjang dana BOS Rp 30.000 per siswa per tahun.  
2. Bantuan biaya kepada murid miskin untuk pembelian kelengkapan sekolah Rp 
150.000 per siswa per tahun.  
3. Bantuan biaya murid miskin untuk transportasi dari dan ke sekolah Rp 1.000 
per siswa per hari.  
4. Insentif guru Rp 200.000 per bulan - Insentif kepala sekolah: Rp 300.000 per 
bulan.  
5. Insentif bujang (PNS) Rp 75.000 per orang per bulan.  
6. Insentif satpam/ bujang (non PNS) Rp 400.000 per bulan. 
 
Adapun peruntukan dana pendidikan gratis SMP/MTS/SMPLB adalah sebagai 
berikut:  
1. Tambahan penunjang dana BOS Rp 42.000 per siswa per tahun.  
2. Bantuan biaya kepada siswa miskin untuk pembelian kelengkapan sekolah Rp 
270.000 per siswa per tahun.  
  
3. Bantuan biaya siswa miskin untuk transportasi dari dan ke sekolah Rp2.000 per 
siswa per hari.  
4. Insentif guru mata pelajaran/ guru BK Rp 1.500 per jam per guru.  
5. Insentif tenaga laboran: Rp 200.000 per bulan (tidak termasuk guru yang 
diangkat sebagai tenaga laboran). 
6. Insentif pustakawan Rp 200.000 per bulan. 
7. Insentif kepala sekolah Rp 300.000 per bulan. 
8. Insentif wali kelas Rp 50.000 per bulan. 
9. Insentif kelebihan mengajar Rp 5.000 per jam. 
10. Insentif KTU Rp 200.000 per bulan.  
11. Insentif bendaharawan Rp 150.000 per bulan.  
12. Insentif staf tata usaha (TU) Rp 75.000 per orang per bulan.  
13. Insentif bujang (PNS) Rp 75.000 per orang per bulan.  
14. Insentif satpam/ bujang (Non PNS) Rp 400.000 per bulan. 
 
Selain itu ada juga peruntukan biaya kegiatan PSB, pembelian buku teks pelajaran, 
pembiayaan kegiatan pembelajaran (remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, dan 
sejenisnya), pengadaan rapor dan foto murid, biaya ulangan harian, ulangan umum, 
sampai laporan belajar siswa, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya 
dan jasa, perawatan sekolah, pengembangan profesi guru, dan bantuan transportasi/ 
perlengkapan bagi siswa miskin. (Sumber: Diknas Provinsi Sulsel/axa, 2008)  
  
Lampiran II 
Tabel Alokasi Dana Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan 
 
NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI ANGGARAN 
1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
MAKASSAR 
BONE 
GOWA 
TATOR 
BULUKUMBA 
WAJO 
LUWU 
PINRANG 
JENEPONTO 
PANGKEP 
LUWU UTARA 
SIDRAP 
TAKALAR 
SINJAI 
SOPENG 
ENREKANG 
BARRU 
23.677.430.400 
17.978.004.600 
13.245.346.400 
12.482.790.000 
9.791.509.200 
9.378.986.400 
8.953.498.800 
8.846.452.200 
8.647.872.600 
8.291.527.800 
7.641.602.800 
6.611.880.600 
6.570.333.600 
6.514.419.000 
6.457.479.000 
5.905.088.400 
5.137.702.800 
  
18 
19 
20 
21 
BANTAENG 
SELAYAR 
PALOPO 
PARE-PARE 
4.057.599.600 
3.416.157.600 
3.246.553.800 
3.210.304.200 
  JUMLAH 193.586.676.000 
Sumber: Data Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2008 
